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ABSTRAK 
Aditya Dwi Respati, E131 11 282, dengan skripsi berjudul “Sikap Iran 
Terhadap Konflik di Irak Pasca Saddam Hussein”, di bawah bimbingan Drs. 
Patrice Lumumba, M.A. selaku Pembimbing I dan Prof. Dr. Basyir Syam, M.Ag. 
selaku Pembimbing II pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin. 
Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa latar belakang sikap Iran terhadap 
konflik yang terjadi di Irak. Dimana didalam konflik yang terjadi di Irak terdapat 
keterlibatan Iran sebagai negara tetangga yang memiliki kepentingan cukup besar di 
Irak. Konflik yang salah satunya adalah antara kelompok muslim Sunni dan Syiah di 
Irak, sehingga Iran sebagai negara dengan entitas Syiah terbesar di dunia dinilai  
terlibatan dalam kegiatan-kegiatan kelompok Syiah di Irak. Penelitian ini juga bertujuan 
menganalisa wujud sikap Iran di Irak dalam konflik tersebut terutama pasca jatuhnya 
rezim otoriter Saddam Hussein di Irak. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitik. Dalam 
metode ini dijelaskan secara sistematis mengenai data-data ataupun variabel-variabel 
yang berkaitan dengan latar belakang konflik di Irak dan perwujudan sikap pemerintah 
Iran dalam menanggapi konflik yang terjadi di Irak. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (library research)  yaitu dengan 
mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan substansi permasalahan yang akan 
dibahas berupa buku, dokumen, jurnal, artikel, atau surat kabar. Adapun Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisa yang bersifat analisis deskriptif kualitatif, yaitu data 
yang diperoleh dari berbagai literatur kemudian dihubungkan antara data-data yang ada 
kemudian permasalahan yang ada dijelaskan dan dianalisa berdasarkan data-data yang 
ada dan disusun dalam suatu tulisan serta ditarik suatu kesimpulan akhir dari data-data 
yang ada. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang mendasari keterlibatan Iran 
dalam konflik di Irak adalah mengenai pertentangan politik antara kelompok Sunni dan 
Syiah. Kelompok Syiah di Irak mendapatkan bantuan dari Iran untuk mengokokohkan 
posisinya di panggung politik Irak pasca berakhirnya pemerintahan Saddam Hussein. 
Wujud sikap Iran di Irak sendiri terbagi kedalam beberapa bidang yakni, politik dan 
militer. Dalam bidang politik, Iran terlihat berusaha memenangkan koalisi partai Syiah 
di Irak melalui upayanya memberikan bantuan berupa pengiriman intelejennya dalam 
upaya untuk menjaga keutuhan suara masyarakat kelompok Syiah di Irak. Di bidang 
militer, Iran memberikan pelatihan kepada militan Syiah di Irak guna menjaga 
kepentingan kelompok Syiah di Irak. Selain itu, personil Quds Force juga memberikan 
bantuan berupa persenjataan dan bantuan finansial kepada militan-militan di Irak 
 
Kata Kunci: Sikap, Konflik, Sunni, Syiah, Politik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Timur Tengah merupakan sebuah kawasan yang secara politik 
menarik untuk diteliti, karena percaturan politik Timur Tengah sangat 
dinamis dan selalu berkembang setiap saat. Timur Tengah merupakan 
kawasan yang sangat kaya akan kandungan alamnya, terutama minyak 
yang merupakan kebutuhan vital manusia, baik untuk konsumsi industri, 
transportasi, maupun militer. Namun selain memiliki kekayaan minyak, 
kawasan ini dikenal sebagai kawasan rawan konflik, faktor lain yang 
menyebabkan kawasan ini rawan akan konflik adalah karena 
keanekaragamannya, seperti keanekaragaman historis dan banyak hal yang 
bersifat antagonis, seperti: agama, sekte, etnis, dan budaya. Di samping 
itu, terdapat koneksitas kepentingan dengan negara-negara yang juga 
punya kepentingan di kawasan Timur Tengah. Secara demikian, 
bertemulah segenap permasalahan di kawasan itu yang berakibat pada 
persaingan, yang berujung pada konflik dan bahkan perang. 
Salah satu negara yang sangat dinamis kehidupan bernegaranya 
adalah Irak. Irak merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan 
Timur Tengah.  Irak memiliki keunikan tersendiri dibandingkan negara 
yang lain pada kawasan tersebut. Dengan tingkat pluralitas yang sangat 
kompleks menjadikan negara ini kerap dilanda ketidakstabilan dalam 
berbagai sektor, terutama sektor politik dan keamanan.  
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Ketidakstabilan di Irak tersebut, juga disebabkan oleh konflik-
konflik internal yang telah menahun, hingga puncaknya kehancuran yang 
dialaminya sebagai produk serangan massal oleh pasukan koalisi pimpinan 
Amerika Serikat untuk menggulingkan presiden Irak pada masa itu, 
Saddam Hussein. 
Pluralitas yang dimiliki oleh Irak, dapat dilihat dari segi historis, 
suku, dan agama/ kepercayaan. Dilihat dari sisi sejarahnya, pluralitas di 
Irak sudah mulai terlihat, yang ditandai dengan berkembangnya peradaban 
dan ilmu pengetahuan di Irak, yang secara langsung mengundang kalangan 
dari berbagai kawasan untuk datang ke Irak.  
Secara demikian, tidak dapat dipungkiri hal tersebut menjadi awal 
keberagaman yang ada di Irak. Dari total 32.585.692 jiwa (Juli 2014) 
populasi di Irak, terpecah menjadi beberapa kelompok. Berdasarkan 
kelompok etnisnya, sekitar 75-80 persen penduduknya adalah etnis Arab, 
15-20 persen merupakan etnis Kurdi, dan selebihnya adalah etnis Turki 
dan Suriah
1
. 
Persentase pembagian kelompok etnis tersebut juga sejalan dengan 
pembagian kelompok agama/ kepercayaan di Irak. Sekitar 60-65 persen 
penduduknya penganut aliran Muslim Syiah, 32-37 persen menganut 
aliran Muslim Sunni, dan selebihnya adalah Kristen sekitar 0,8 persen, 
serta Hindu dan Buddha dibawah 1 persen
2
. Pluralitas inilah yang 
                                                          
1
 Iraq: People and Society, diakses melalui https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/iz.html pada 10 April 2015  
2
 Ibid 
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membuat kesulitan tersendiri bagi masyarakat Irak yang berujung pada 
konflik. 
Syiah adalah komunitas religius tunggal yang terbesar di negeri itu. 
Sensus Irak memang tidak memberi rincian afiliasi sektarian. Namun, 
karena Muslim Sunni dan Syiah tinggal di bagian-bagian wilayah yang 
berbeda di Irak (tidak termasuk Baghdad dan Basra, di mana dua 
komunitas Muslim itu bercampur), dimungkinkan untuk membuat 
semacam generalisasi, yakni wilayah selatan Irak, didominasi penganut 
Syiah. Sementara di bagian tengah, barat, dan sebagian wilayah utara 
negara tersebut sebagian besar adalah penganut Sunni
3
. 
Pembagian wilayah ini yang menyebabkan kesenjangan sosial dan 
ekonomi. Wilayah tengah dan sebagian wilayah utara, dinilai memiliki 
tingkat kesejahteraan yang lebih dibandingkan wilayah selatan, hal ini 
disebabkan wilayah selatan yang terletak agak jauh dari pusat 
pemerintahan di Baghdad, sehingga hal ini memunculkan kecemburuan 
yang memicu konflik di wilayah selatan antara kelompok Muslim Syiah 
yang notabene mayoritas dengan kelompok Muslim Sunni di wilayah 
selatan Irak
4
. 
Hal yang sama terjadi di wilayah utara Irak, yang merupakan 
wilayah dengan mayoritas penduduk etnis Kurdi. Sebenarnya etnis Kurdi 
bukan merupakan etnis mayoritas di Irak, namun hubungan sejarah 
                                                          
3
 Sejarah Irak: Dari Sumeria ke Irak Modern. diakses melalui 
https://www.academia.edu/5142452/Sejarah_Irak_Dari_Sumeria_ke_Irak_Modern, pada 
10 April 2015 
4
 Ibid 
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mengikat etnis Kurdi untuk memiliki kepentingan kelompoknya di Irak. 
Sebagian besar warga Kurdi berasal dari suku-suku yang semi-nomaden. 
Namun kendala-kendala di persimpangan perbatasan negeri, dan faktor-
faktor ekonomi lain telah mendorong mereka untuk menetap. 
Sedangkan, penyediaan pendidikan yang lebih luas, perpindahan ke 
daerah perkotaan, dan berbagai perkembangan politik, cenderung 
mengurangi ikatan-ikatan kesukuan
5
. Alasan di atas pulalah yang 
digunakan oleh kaum Kurdi untuk memperbesar pengaruhnya di wilayah 
utara Irak. Konflik antara etnis Kurdi dan Muslim Sunni di wilayah utara 
sebagian besar dikarenakan permasalahan penyediaan pendidikan, 
pemenuhan ekonomi, dan partisipasi politik dari kaum Kurdi. 
Akibat dari ketidakberdayaan pemerintah untuk menstabilkan 
kondisi di berbagai wilayah Irak, maka bermunculanlah aksi-aksi 
pemberontakan. Munculnya berbagai macam aksi pemberontakan yang 
mengatasnamakan kepentingan etnis, merupakan buah dari konflik 
kepentingan di Irak. Persinggungan kepentingan yang berujung pada 
konflik tersebut terjadi antara kelompok Syiah dengan kelompok Sunni, 
dan kelompok Kurdi dengan kelompok Sunni. 
Kesemua kelompok pemberontakan tersebut sama-sama 
memperjuangkan haknya di Irak. Akibatnya pecahlah konflik antara 
kelompok militan Syiah dengan penduduk mayoritas Sunni di wilayah Irak 
bagian selatan, serta pecah juga perang antara militan Kurdi dengan 
                                                          
5
 Ibid 
5 
 
penduduk wilayah bagian utara mengenai permasalahan kepemilikan 
wilayah
6
. 
Konflik yang didasari permasalahan ketidakmerataan 
pembangunan dan pemenuhan kebutuhan tersebut berakar dari kebijakan 
pemerintah yang cenderung tidak adil. Dimana pada masa pemerintahan 
Saddam Hussein, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah 
cenderung hanya memihak kepada kepentingan kelompok Sunni saja. 
Sehingga kelompok lain merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup 
dari pihak pemerintah. 
Pengeboman, pembunuhan, ancaman dan bentuk kekerasan lainnya 
mewarnai fluktuasi konflik di Irak pasca berakhirnya pemerintahan 
Saddam Hussein. Konflik tersebut dinilai terus memanas akibat terjadinya 
perubahan sistem politik di Irak. Perebutan kekuasaan politik menjadi 
pemicu konflik selanjutnya. Setiap kelompok kepentingan politik ingin 
melanggengkan perwakilannya dalam ranah politik guna mendapatkan 
keuatan dan kekuasaan politik di Irak. 
Melihat kekosongan kekuasaan yang terjadi di Irak, Iran terlihat 
sangat mencolok dalam memperluas pengaruhnya di Irak pasca jatuhnya 
rezim otoriter Saddam Hussein di Irak. Secara geografis, Iran berbatasan 
langsung dengan Irak di sebelah timur. Persinggungan perbatasan ini, tidak 
lantas memberikan hubungan yang harmonis antara Irak dan Iran. 
                                                          
6
 Kenneth Katzman. Iran-Iraq Relations, 2010. Washington DC: Congressional Research 
Service. hal. 1. 
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Permasalahan perbatasan menjadi isu utama yang meretakkan hubungan 
kedua negara ini. 
Ketidakharmonisan hubungan Iran-Irak disebabkan adanya 
pertalian etnis antara etnis mayoritas di Iran dan etnis di Irak. Seperti 
dalam bidang politik contohnya, di Irak terdapat partai politik yang 
menganut paham Syiah, partai Al-Da’wa,  secara tidak langsung para 
pemimpin politk partai tersebut merupakan alumni dari akademi-akademi 
di Iran. Sehingga pengaruh politik Iran dapat di salurkan kepada para 
pemimpin tersebut yang kemudian akan menerapkannya pada kebijakan 
yang diambil partainya tersebut. 
Persinggungan hubungan antara Irak dan Iran juga didasari oleh 
ambisi Iran untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Teluk secara 
umum, sesuai dengan amanat revolusi Iran. Sebagai negara dengan 
mayoritas penduduk menganut aliran Muslim Syiah, maka Iran memilki 
ambisi untuk menjadi pemimpin di kawasan Timur Tengah. Disamping 
itu, kepentingan Iran atas Irak lainnya adalah mengenai kekayaan minyak 
yang dimiliki oleh Irak. Kekayaan minyak tersebut jika dikelola dengan 
baik, maka dapat meningkatkan ekonomi Iran dan Irak khususnya serta 
kawasan Timur Tengah pada umumnya.  
Sebagai langkah awal untuk membangun kestabilan di Irak, maka 
Iran mencoba untuk membentuk keseragaman politik di Irak. Dengan 
ideologi Syiahnya, Iran mencoba untuk mengatur kekuatan politik Syiah di 
Irak. Melalui partai oposisi yang dikesampingkan selama pemerintahan 
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Saddam Hussein, Iran mencoba untuk membangun kekuatan Syiah dalam 
tubuh Irak. Alhasil terpilihlah Nouri al-Maliki sebagai Perdana Menteri 
Irak untuk yang kedua kalinya pada tahun 2010. Koalisi partai Syiah di 
Irak berhasil menggabungkan suaranya menjadi 159 kursi di parlemen 
sehingga memenangkan dominasi kursi di parlemen
7
. Secara otomatis 
kandidat Perdana Menteri Irak usungan koalisi partai Syiah, Nouri al-
Maliki, berhasil dinobatkan sebagai Perdana Menteri Irak. 
Setelah memenangkan Nouri Al-Maliki, Iran disinyalir melakukan 
praktek politik yang tidak sehat di Irak. Demi menjaga agar pemerintahan 
yang berkuasa berasal dari koalisi Syiah maka agen-agen Iran di Irak 
melakukan penculikan, penyiksaan, bahkan pembunuhan
8
 terhadap orang-
orang yang diduga dapat mengancam kepemimpinan koalisi partai Syiah. 
Selain itu, Iran juga disinyalir memberikan bantuan terhadap 
gerakan-gerakan pemberontakan di Irak yang memiliki pahaman yang 
sama dengan Iran
9
. Sebut saja Quds Force kelompok militan yang 
bertugas mengawal berjalannya revolusi Islam di Timur Tengah 
merupakan salah satu kelompok yang paling aktif didanai oleh Iran. 
Menurut komandan pasukan militer Amerika yang bertugas di Irak, jumlah 
militan kelompok tersebut makin hari makin bertambah, dan juga 
                                                          
7
 Aliansi PM Irak Kuasai Kursi Terbanyak Parlemen Irak, diakses melalui 
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/05/140519_irak_maliki, pada tanggal 20 
Maret 2015 
8
 Yoel Guzansky. Made In Iran: The Iranian Involvement in Iraq. 2011. Israel: Strategic 
Assesment Volume III No.4. hal. 89. 
9
 Ibid 
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mendapatkan pelatihan khusus dari intelejen Iran
10
. Tercatat beberapa kali 
kelompok tersebut melakukan pemberontakan untuk menguasai wilayah 
Irak bagian selatan dan dijadikan sebagai basis pertahanannya. 
Dilihat secara mendetail, bantuan Iran terhadap ketidakstabilan 
yang terjadi di Irak tidak melalui jalan yang mulus. Berbagai upaya 
tersebut terkadang melahirkan konflik baru yang semakin lama semakin 
melebar. Sehingga proses stabilisasi Irak berjalan tidak sesuai yang 
diharapkan. Kemudian, ketakutan masyarakat global akan konflik yang 
berlandaskan kepercayaan/ agama mulai menyebar kepenjuru dunia. 
Masyarakat hampir disetiap negara mulai cemas akan konflik antara 
Muslim Sunni dan Muslim Syiah. Sebab penganut Muslim Sunni dan 
Muslim Syiah tersebar diberbagai penjuru dunia. Sehingga masyarakat 
cemas akan timbul konflik serupa yang melibatkan aktor-aktor tersebut di 
negara mereka. 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 
mengenai pengaruh Iran terhadap konflik di Irak. Olehnya itu, Peneliti 
mengajukan penelitian dengan judul: “Sikap Iran Terhadap Konflik di 
Irak Pasca Saddam Hussein” 
B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tentang konflik di 
Irak dan pengaruh Iran di dalamnya, maka penulis merasa perlu untuk 
memberikan batasan pada masalah yang akan dibahas, yakni pembatasan 
                                                          
10
 Ibid 
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mengenai periode yang akan dibahas adalah pasca jatuhnya rezim otoriter 
Saddam Hussein di Irak. Hal ini dikarenakan, pengaruh negara lain 
terhadap Irak termasuk Iran di dalamnya mulai dapat terlihat pasca 
berakhirnya pemerintahan Saddam Hussein, juga Iran lebih leluasa 
memperluas pengaruhnya di Irak sejak masa tersebut. 
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dapat merumuskan 
pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Apa yang mendasari sikap Iran terhadap konflik di Irak? 
2. Bagaimana wujud sikap Iran di Irak? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah:  
1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendasari sikap 
Iran terhadap konflik di Irak; 
2. Untuk mengetahui wujud sikap Iran di Irak; 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
semua pihak dan orang-orang yang memiliki kepentingan ataupun 
yang berminat pada permasalahan yang ditulis oleh penulis 
sehingga tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 
referensi. Secara khususnya tulisan ini diharapkan bermanfaat 
sebagai berikut:  
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1. Kegunaan Akademik 
Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan 
informasi bagi para mahasiswa Hubungan Internasional pada 
khususnya dan pemerhati masalah-masalah internasional pada 
umumnya mengenai pengaruh-pengaruh Iran terhadap konflik 
yang terjadi di Irak; 
2. Kegunaan Praktis. 
Diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi penentu 
kebijakan (pemerintah) dalam membuat kebijakan menyangkut 
kebijakan Iran menyangkut konflik yang terjadi di Irak; 
D. Kerangka Konseptual 
Dalam membahas konsep sikap yang dikaitkan dengan bidang 
politik maka tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai konsep dasar 
sikap. Konsep dasar sikap yang sering diadaptasi kedalam berbagai bidang 
ilmu pengetahuan berakar dari bidang psikologi. Menurut beberapa pakar 
psikologi, keseluruhan dari kecenderungan dan perasaan, curiga atau bias, 
asumsi-asumsi, ide-ide, ketakutan-ketakutan, tantangan-tantangan, dan 
keyakinan-keyakinan manusia mengenai topik tertentu. Secara 
sederhananya, sikap adalah respon pelaku atau subjek terhadap lingkungan 
sekitar atau objek yang dapat termanifestasikan kedalam berbagai 
tindakan. Kaitannya dengan politik dan negara adalah bahwa sikap yang 
diambil oleh seseorang atau pemimpin yang memiliki kekuasaan politik 
11 
 
dapat mempengaruhi lingkungan negara sekitarnya dan negara-negara 
lainnya. 
Secara demikian, sikap dalam konteks negara adalah sebuah 
negara tidak akan melakukan interaksi terhadap negara lain tanpa didasari 
oleh keyakinan dan pendirian atas sikap yang akan diambilnya. Karena 
keyakinan dan pendirian tersebut merupakan cerminan dari kepentingan 
nasional sebuah negara. Demikianlah yang dilakukan oleh Iran, bahwa 
Iran menyikapi konflik yang terjadi di Irak dengan agresif. Sikap yang 
diambil Iran sendiri terjelma dalam dua hal, yakni politik dan militer. 
Dalam bidang politik, Iran ikut melibatkan diri agar kepentingannya di 
Irak tetap terjaga. Kepentingan yang dimaksud adalah dalam kaitannya 
dengan kelompok Syiah di Irak yang memiliki ikatan etnis dan aliran 
pemikiran yang sama dengan mayoritas Syiah di Iran. Kelompok Syiah di 
Irak merupakan pion yang digunakan oleh pemerintah Iran untuk terus 
menjaga kekuatan politiknya di Irak. Iran merespon kekosongan 
pemerintahan yang terjadi pasca berakhirnya pemerintahan Saddam 
Hussein. Iran menilai kekosongan tersebut harus segera diisi oleh 
pemerintahan dari kelompok Syiah di Irak. Alhasil Iran terus menyuplai 
bantuan guna memenangkan pimpinan usungan koalisi partai Syiah di 
Irak. Iran berharap agar pemerintah Irak dari kelompok Syiah nantinya 
dapat berjalan sepemahaman dengan kebijakan pemerintah Iran. 
Dalam bidang militer, Iran menyikapi konflik yang terjadi di Irak 
melalui pemberian bantuan baik dalam bentuk logistik berupa pelatihan 
12 
 
militer maupun berupa persenjataan dan peralatan militer untuk 
memperkuat militan Syiah di Irak. Sehingga hal tersebut menyebabkan 
sikap Iran dalam bidang militer tidak dapat dilepaskan dengan sikap Iran 
di bidang politik. Konflik politik yang terus mencekam mengakibatkan 
Iran menyikapinya dengan “tangan dingin”. Guna melanggengkan 
kekuasaan pemerintahan kelompok Syiah di Irak, Iran turut 
menyumbangkan bantuan pelatihan dan persenjataan kepada militan-
militan yang dinilai loyal terhadap kelompok Syiah di Irak. Hal ini guna 
merespon angka konflik yang terus meningkat seiring dengan berjalannya 
proses politik di Irak.  
Berbicara mengenai sikap Iran di Irak, maka akan secara 
otomatis terkait dengan konflik yang terjadi di Irak. Konflik yang terjadi 
dalam sebuah negara merupakan hal yang lazim terjadi jika berbicara era 
modern dewasa ini. Berbagai perbedaan antara sebuah kelompok atau 
lebih, tidak jarang mengalami eskalasi dan harus diselesaikan dengan cara 
kekerasan seperti perang. Internal Conflict (konflik internal) seperti ini 
tentu memiliki metode tersendiri dalam penyelesaiannya. Begitu pula 
dengan konflik-konflik lainnya seperti konflik internasional yang terjadi 
antara dua negara atau lebih. Konflik Internal sebuah negara adalah salah 
satu kasus yang sering terjadi bahkan di era modern seperti saat ini. 
Pembunuhan, pengeboman, ancaman, dan sebagainya terus 
mewarnai konflik yang terjadi di Irak. Alhasil kerugian yang ditimbulkan 
tidak hanya dalam segi materi saja namun juga dari segi nyawa. Kerugian-
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kerugian tersebut tidak dapat dipungkiri terus bertambah seiring 
berlangsungnya konflik di Irak. Robert H. Lauer, mencoba merumuskan 
sebuah kesimpulan konflik seperti yang terjadi di Irak sebagai konflik 
yang bersifat destruktif. Dimana konflik jenis ini merupakan konflik yang 
hanya menghasilkan kerugian baik dari segi materi maupun non-materi. 
Konflik di Irak sendiri bukan hanya dipandang sebagai konflik 
antar kepecayaan agama atau konflik sektarian namun jika ditelaah lebih 
lanjut, konflik di Irak lebih kepada konflik politik. Sejalan dengan 
pemikiran Soerjono Soekanto, bahwa konflik bentuk konflik terbagi atas 
lima bentuk, salah satunya adalah konflik politik. Dimana konflik atau 
pertentangan politik merupakan konflik yang terjadi akibat adanya 
kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok. Dalam konteks 
konflik di Irak ini kelompok kepentingan politis yang mencolok adalah 
pertarungan kepentingan politik kelompok Sunni dan Syiah di Irak.  
Dalam kasus konflik di Irak, konflik tersebut terjadi perselisihan 
kepentingan antara dua kelompok masyarakat yakni kelompok Sunni dan 
Syiah. Konflik tersebut terjadi karena adanya perbedaan prinsip dalam 
menyikapi berbagai aspek kehidupan. Perbedaan tersebutlah yang hingga 
kini belum dapat diselesaikan dengan jalan kerjasama. Kedua belah pihak 
berkeras untuk menyelesaikan konflik ini dengan cara kekerasan demi 
untuk mencapai tujuan masing-masing kelompok.  
Sejalan dengan pemikiran Astrid, bahwa salah satu penyebab 
terjadinya konflik dalam tatanan sosial adalah perbedaan kepentingan. 
14 
 
Perbedaan kepentingan ini digambarkan sebagai perselisihan antara dua 
kelompok yang bertujuan mengejar tujuan kepentingan masing-masing 
yang berbeda-beda. Kelompok-kelompok tersesbut akan bersaing dan 
berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana. Kaitannya 
dengan konflik yang terjadi di Irak bahwa kedua kelompok yakni, 
kelompok Sunni dan Syiah sama-sama mengejar kepentingannya untuk 
mendapatkan kekuasaan politik di Irak. Sehingga keduanya akan terus 
memperjuangkan kepentingan kelompoknya guna mengalahkan 
kepentingan kelompok lainnya.  
 
E. Metode Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitik. 
Dalam metode ini dijelaskan secara sistematis mengenai fakta-fakta 
ataupun variabel-variabel yang berkaitan dengan dasar-dasar dan 
wujud sikap pemerintah Iran dalam menanggapi konflik yang terjadi 
di Irak. 
2. Sumber Data 
Penulis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari situs resmi pemerintah Irak dan juga situs resmi 
pemerintah Iran, serta data yang diperoleh melalui studi literatur, 
seperti buku, jurnal, Koran, artikel, majalah, dan situs-situs 
pendukung. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang  dilakukan oleh penulis yaitu telaah 
pustaka  melalui literatur-literatur yang sesuai dengan pokok 
permasalahan yang dibahas sesuai dengan objek penelitian, baik 
berupa buku, jurnal Hubungan Internasional, artikel-artikel yang 
bersumber dari internet, dan surat kabar. 
Adapun bahan-bahan tersebut akan diperoleh melalui: 
1. Situs Resmi Irak; 
2. Situs Resmi Iran; 
3. Perpustakaan CSIS di Jakarta; 
4. Perpustakaan Ali Alatas di Jakarta; 
5. Perpustakaan Universitas Hasanuddin di Makassar. 
4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 
kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur kemudian 
dihubungkan antara data-data yang ada kemudian permasalahan yang 
ada dijelaskan dan dianalisa berdasarkan data-data yang ada dan 
disusun dalam suatu tulisan serta  ditarik suatu kesimpulan akhir dari 
data dan fakta yang ada. Pokok analisa dalam tulisan ini adalah sikap 
Iran terhadap konflik di Irak. 
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BAB II 
TELAAH PUSTAKA 
1. Konsep tentang Sikap 
Sikap merupakan bidang  kajian dalam ilmu psikologis sosial. 
Konsep tentang sikap telah melahirkan berbagai macam pengertian diantara 
para ahli psikologi. Pembahasan berkaitan dengan psikologis sosial hampir 
selalu menyertakan unsur sikap baik setiap individu atau kelompok sebagai 
salah satu bagian pembahasannya. Sikap pada awalnya diartikan sebagai 
unsur untuk munculnya suatu tindakan dan cenderung merupakan tingkah 
laku. 
Mengenai definisi sikap, banyak ahli yang mengemukakannya sesuai 
dengan sudut pandang masing-masing. Definisi sikap menurut Triandis dalam 
Slameto adalah “sikap mengandung tiga komponen, yaitu komponen kognitif, 
komponen afektif, dan komponen tingkah laku”11. Sedangkan menurut 
Secord dan Backman dalam Saifuddin Azwar, “sikap adalah keteraturan 
tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi 
tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya”12. 
Sedangkan menurut Harlen dalam Djaali “sikap adalah kesiapan atau 
kecenderungan seseorang untuk bertindak berkenaan dengan objek 
tertentu”13. 
                                                          
11
 Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. 2003. Jakarta: PT Rineka 
Cipta.  hal. 88. 
12
 Saifuddin Azwar. Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. 2012. Yogyakarta: 
Pustaka Belajar. hal. 5 
13
 Djaali. Psikologi Pendidikan. 2006. Jakarta: PT Bumi Aksara. hal. 14. 
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Definisi-definisi sikap yang telah dijelaskan di atas dapat diambil 
kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sikap merupakan keadaan sikap, 
bertingkah laku, atau respon yang diberikan atas apa yang terjadi, serta 
bereaksi dengan cara tertentu yang dipengaruhi oleh keadaan emosional 
terhadap objek, baik berupa orang, lembaga atau persoalan tertentu yang 
didalamnya terdapat tiga komponen, yaitu komponen kognitif, komponen 
afektif, serta komponen tingkah laku. Dimana Komponen kognitif berkaitan 
dengan komponen persepsi, keyakinan, dan pendapat. Komponen ini 
berkaitan dengan proses berpikir yang menekankan pada rasionalitas dan 
logika. Komponen afektif berkenaan dengan komponen emosional atau 
perasaan seseorang. Komponen psikomotorik merupakan kecenderungan 
seseorang dalam bertindak terhadap lingkungannya
14
. 
Salah satu pakar psikologi yang memaparkan komponen sikap yakni 
Saifuddin Azwar. Azwar menuturkan struktur sikap terdiri dari tiga 
komponen yang saling menunjang 
15
 yaitu: 
a. Komponen Kognitif, komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang 
mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap,  
b. Komponen Afektif, komponen afektif menyangkut masalah emosional 
subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap, 
c. Komponen Perilaku/Konatif, komponen perilaku atau konatif dalam 
struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan 
                                                          
14
 Sopiah. Perilaku Organisasonal. 2008. Yogyakerta: Penerbit ANDI. hal. 21. 
15
 Loc.cit. hal. 23 
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berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap 
yang dihadapinya. 
Bila konsep sikap dihubungkan dalam ranah politik, maka sikap 
tersebut dapat dilakukan individu atau berbagai kelompok, bahkan negara. 
Sikap dalam ranah politik dapat diartikan sebagai pertalian diantara berbagai 
keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi 
suatu objek atau situasi poplitik dengan suatu cara-cara tertentu
16
. Sikap 
politik tergantung dari persoalan-persoalan para pemimpin, gagasan-gagasan, 
lembaga-lembaga atau peristiwa-peristiwa politik. Walaupun sikap lebih 
abadi daripada pikiran atau suasana hati yang fana, namun sikap cenderung 
berubah sesuai dengan berlakunya waktu dan dengan berubahnya keadaan 
dan cenderung dipengaruhi oleh berbagai macam motif (karena sikap itu 
sifatnya insidentil) tergantung dari kondisi atau  peristiwa yang mendukung 
dan melatarbelakanginya. 
Sikap dalam konteks negara akan tercermin melalui aktivitas 
kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh negara tersebut. Kebijakan luar 
negeri tersebut merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh 
para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit 
politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan 
nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional
17
. 
Kebijakan luar negeri sering pula disebut dengan politik luar negeri.  
                                                          
16
 Ibid 
17
 DR. Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yayan Mochamad Yani. Pengantar Ilmu 
Hubungan Internasional. 2011. Bandung: PT, Remaja Rosdakarya. hal. 49. 
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Politik luar negeri merupakan serangkaian kebijakan yang diambil 
oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional, 
dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional. Dimana kebijakan tersebut 
merupakan akumulasi dari kepentingan rakyat yang disebut sebagai 
kepentingan nasional. Melalui politik luar negeri, pemerintah 
memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa. 
Dengan kata lain, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan 
oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Hal ini 
sejalan dengan definisi yang disebutkan Goldstein, bahwa politik luar negeri 
adalah strategi yang digunakan pemerintah sebagai pedoman tindakan dalam 
kancah internasional)
18
.   
Plano dan Olton menegaskan pula bahwa politik luar negeri adalah 
strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan 
negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, 
dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan 
dalam terminologi kepentingan nasional
19
.  Dari pengertian ini dapat dilihat 
bahwa politik luar negeri sengaja dibuat oleh suatu negara sebagai pedoman 
tindakan dalam fora internasional, yang pelaksanaannya bertujuan demi 
mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Kepentingan nasional itu 
sendiri timbul untuk menutupi kekurangan sumber daya nasional, atau apa 
                                                          
18
 Joshua S. Goldstei. International Relations Brief Edition. 2002. Amerika Serikat : Longman. 
hal. 95. 
19
 Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochammad Yani. Pengantar Ilmu Hubungan 
Internasional. 2006. Bandung: Rosda. hal. 49. 
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yang dibahasakan sebagai kekuatan nasional, yang ternyata hanya bisa 
diperoleh diluar batas-batas territorial negaranya
20
.   
Secara umum politik luar negeri merupakan suatu  perangkat 
formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, 
mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di percaturan 
internasional. Pelaksanaan politik luar negeri mencerminkan kepentingan 
nasional di bidang luar negeri. Politik luar negeri adalah suatu komitmen 
yang merupakan strategi dasar untuk mencapai tujuan, baik dalam konteks 
dalam negeri atau luar negeri sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara 
di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitar. 
Hal tersebut sejalan dengan konsep kebijakan luar negeri yang 
dikemukakan oleh James N. Rosenau, yaitu upaya suatu negara melalui 
keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh 
keuntungan dari lingkungan eksternalnya
21
.  Lebih lanjut, menurut Rosenau, 
apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan 
memasuki fenomena yang luas dan kompleks, melliputi kehidupan internal 
dan kebutuhan eksternal termasuk didalamnya adalah aspirasi, atribut 
nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi, dan aktivitas rutin yang 
ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan 
geografi suatu negara sebagai negara-bangsa
22
. 
                                                          
20
 Tulus Warsito. Teori-Teori Politik Luar Negeri : Relevansi dan Keterbatasannya. 1998. 
Yogyakarta: Bigraf Publishing. hal. 2. 
21
 James N. Rosenau, Gavin Boyd, dan Kenneth W. Thompson. World Politics: An Introduction. 
1976. New York: The Free Press. hal. 27. 
22
 Ibid, hal. 15. 
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Salah satu perspektif dalam proses perumusan kebijakan luar negeri 
disebut dengan model adaptif. Para pakar yang memfokuskan penelitiannya 
pada perspektif ini mengemukakan bahwa setiap negara akan memberikan 
respon terhadap kendala-kendala dan kesempatan-kesempatan yang 
diciptakan oleh lingkungannya masing-masing. Para teoritis ini berusaha 
menekankan pada pengaruh kondisi eksternal terhadap proses perumusan 
kebijakan luar negeri suatu negara. 
Menurut perspektif ini, kebijakan luar negeri merupakan 
konsekuensi dari perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan 
lingkungan internal. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri suatu negara 
pada suatu waktu tertentu merupakan afiliasi dari dua faktor utama yakni 
faktor eksternal dan faktor internal. 
Secara khusus, Rosenau menyatakan bahwa kebijakan luar negeri 
pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme untuk negara-bangsa 
beradatasi terhadap perubahan-perubahan di lingkungannya. Maka itu, 
pemerintah (dalam upayanya untuk tetap bertahan hidup dan mencapai tujuan 
nasionalnya) harus menyeimbangkan tekanan internal dengan tuntutan 
eksternal dimana proses penyeimbangan ini mempunyai resiko dan bahkan 
kemungkinan disintegrasi
23
. Perubahan-perubahan di dalam proses 
perumusan kebijakan luar negeri sering terjadi ketika perkembangan-
perkembangan di lingkup internal makin meningkatkan tuntutannya 
berkenaan dengan kondisi lingkungan eksternal, atau ketika perkembangan di 
                                                          
23
 DR. Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yayan Mochamad Yani,  Op.cit. 2011. 
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lingkungan eksternal dianggap mempunyai potensi ancaman bagi keberadaan 
negara tersebut
24
. Yang pada akhirnya kondisi  tekanan dari kedua lingkungan 
tersebut diproses dalam benak para pembuat kebijakan yang bertindak untuk 
meminimalkan resiko dan peluang-peluang didasarkan pada perspektif para 
pembuat kebijakan mengenai kondisi lingkungan di sekitar mereka
25
. 
Rosenau memunculkan empat kemungkinan pola adaptasi politik 
luar negeri dari suatu negara sebagai respon atas hambatan-hambatan adari 
lingkungan domestik dan internasional yang dihadapi oleh para pembuat 
keputusan. Keempat pola adaptasi politik luar negeri tersebut, yaitu: 
preservative adaptation (responsive to both external and internal demands 
and changes), acquiescent adaptation (responsive to external demands and 
changes), intransigent adaptation (responsive to internal demands and 
changes), atau promotive adaptation (unresponsive to both external and 
internal demands and changes). Masing-masing pola adaptasi politik luar 
negeri ini mempunyai implikasi yang berbeda-beda bagi perubahan dan 
kesinambungan politik luar negeri
26
. 
Kaitannya dengan Iran adalah bahwa sikap yang diambil oleh Iran 
terhadap konflik di Irak kesemuanya berasal dari keyakinan yang telah 
melekat dalam hal ini ideologi Iran yang kemudian dirumuskan kedalam 
kebijakan luar negeri Iran. Ideologi tersebut yang nantinya menjadikan dasar 
pemerintah Iran untuk menyikapi kondisi di Irak. Sebagai contoh bahwa 
dalam ideologi Iran terdapat sebuah kewajiban untuk mengayomi dan 
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melindungi kelompok masyarakat Syiah yang tersebar di berbagai wilayah. 
Kemudian muncullah masalah di Irak yang memperlihatkan penindasan 
terhadap kelompok Syiah di Irak. Sehingga pihak Iran berinisiatif untuk 
mengambil sikap dalam usahanya untuk mengayomi dan melindungi 
kelompok Syiah di Irak seperti amanah ideologi di Iran.  
Secara demikian dalam konteks Iran, bahwa Iran mempercayai 
kebenaran sikapnya sebagai sesuatu yang harus dilakukan terhadap kelompok 
Syiah di Irak. Sikap Iran tersebut dilandasi oleh kepedulian atas ketidakadilan 
yang dirasakan oleh saudara sesama penganut Syiah di Irak. Dan pada 
akhirnya Iran mengambil langkah nyata dalam bidang politik dan militer di 
Irak. 
Keterikatan historis, sosial, budaya, dan ideologis-lah yang 
mendorong Iran untuk menyikapi kondisi yang terjadi di Irak. Sikap Iran 
dalam konflik Sunni dan Syiah menempatkan kelompok Syiah Irak sebagai 
objek yang terlibat langsung dalam konflik tersebut. Kemudian Iran 
merupakan pelaku tidak langsung dalam konflik tersebut. Yang kemudian 
menghubungkan antara Iran dan kelompok Syiah di Irak melalui bantuan-
bantuan yang diberikan Iran guna kembali mendominasi konflik tersebut. 
2. Konsep tentang Konflik 
Konflik merupakan gejala sosial yang selalu hadir dalam kehidupan 
sosial, sehingga konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada 
dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan 
ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan 
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integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi 
sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal 
yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan 
dan perbedaan kepentingan sosial. Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada 
satu pun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, 
kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik 
ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang 
tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. 
Kekerasan merupakan gejala yang timbul akibat tidak dapat diatasinya akar 
konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil 
hingga peperangan. 
Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” 
yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan27. 
Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena 
pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai 
pada pertentangan dan peperangan internasional. Coser mendefinisikan 
konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan 
terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber 
pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya
28
. 
Konflik artinya percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan 
konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat 
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menyeluruh dikehidupan
29
. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan 
cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang 
berlaku
30
. Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses 
sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-
kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan
31
. Menurut 
Lawang, konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal 
yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan 
mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk 
menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan 
dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses 
perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial, dan 
budaya) yang relatif terbatas
32
.  
Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 
konflik adalah percekcokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar 
anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang 
diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan 
Konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu 
pihak dengan pihak lainnya di dalam masyarakat yang ditandai dengan 
adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. 
Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak 
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atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relatif sama terhadap hal yang 
sifatnya terbatas.  
Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak 
hanya sekadar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga 
bertujuan sampai ke taraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain 
yang dipandang sebagai lawan atau saingannya. 
Secara garis besar berbagai konflik dalam masyarakat dapat 
diklasifikasikan ke dalam dua bentuk konflik. Lauer mengklasifikasikan 
konflik berdasarkan sifatnya menjadi konflik destruktif dan konflik 
konstruktif. 
1. Konflik Destruktif 
Merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, 
rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak 
lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang 
mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik di Irak, 
konflik di Suriah, konflik di Yaman, dan sebagainya. 
2. Konflik Konstruktif 
Merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena 
adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi 
suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari 
berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya 
27 
 
perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi
33
. Sebagai contoh adalah 
perbedaan pendapat antara Saudi Arabia dan Iran dalam menyikapi 
konflik yang terjadi di Irak di dalam forum PBB. Yang pada akhirnya, 
disepakati sebuah konsensus bahwa Iran harus mengurangi aktivitasnya 
di Irak guna memberikan ruang bagi pembangunan di Irak. 
Konfik yang terjadi di Irak sendiri tergolong kedalam konflik yang 
destruktif. Konflik tersebut telah berlangsung sejak lama. Ranah politik di 
Irak dinilai menjadi ranah konflik yang paling nampak di Irak. Pertentangan 
politik yang peling mencolok terjadi adalah konflik antara kelompok Sunni 
dan Syiah di Irak. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Soerjono Soekanto 
sendiri membagi konflik sosial menjadi lima bentuk yaitu: 
1. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua 
individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. 
2. Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat 
perbedaan-perbedaan ras. 
3. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang 
terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial. 
4. Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat 
adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok. 
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5. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang 
terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada 
kedaulatan negara
34
. 
Konflik pertentangan politik di Irak  terjadi karena adanya 
pertentangan kepentingan politik antara kelompok Sunni dan Syiah di Irak. 
Kedua dikenal tidak pernah akur dalam hal kekuasaan politik. Kelompok 
Sunni di Irak menilai bahwa kekuasaan politik adalah milik kelompok 
tersebut karena sejarah mencatat bahwa Irak mengalami masa kejayaannya di 
bawah pemerintahan kelompok Sunni. Kelompok Syiah di Irak sendiri 
menilai kekuasaan politik di Irak harus menjadi milik kelompoknya. Hal ini 
disebabkan karena kelompok Syiah merupakan masyarakat mayoritas di Irak. 
Kelompok Syiah melihat pemerintahan kelompok Sunni kurang mengayomi 
kepentingan kelompoknya. Sehingga hal tersebut juga memicu pertentangan 
kepentingan dalam ranah politik di Irak. 
Beberapa sosiolog menjabarkan banyak faktor yang menyebabkan 
terjadinya konflik-konflik, diantaranya yaitu: 
1. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan 
konflik antar individu
35
. Dalam konflik-konflik seperti ini terjadilah 
bentrokan-bentrokan pendirian, dan masing-masing pihak pun berusaha 
membinasakan lawannya. Membinasakan di sini tidak selalu diartikan 
sebagai pembinasaan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk 
pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang 
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tidak disetujui. Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang 
memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan pendapat, tujuan, 
keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial. 
2. Perbedaan kebudayaan36. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan 
menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar 
kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-
pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula dikalangan 
khalayak kelompok yang luas. 
Selain itu, perbedaan kebudayaan akan mengakibatkan adanya sikap 
etnosentrisme yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa 
kelompoknya adalah yang paling baik. Jika masing-masing kelompok 
yang ada di dalam kehidupan sosial sama-sama memiliki sikap demikian, 
maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut 
kebudayaan. 
3. Perbedaan kepentingan37. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing 
yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik 
untuk memperebutkan kesempatan dan sarana
38
.  
Perbedaan pendirian, budaya, dan kepentingan tersebut diatas sering 
menjadi penyebab utama terjadinya konflik-konflik sosial. Salah satunya 
yang terjadi di Irak, konflik tersebut terjadi akibat perbedaan kepentingan 
dalam mencapai tujuan masing-masing. Secara garis besar kedua kelompok 
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saling bertentangan dalam ranah politik guna memudahkan pencapaian 
kesejahteraan kelompoknya masing-masing. Karena hanya dengan 
kekuasaanlah sebuah kelompok dapat mencapai kepentingannya dalam 
sebuah negara yang sedang kacau balau seperti di Irak. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM TENTANG KONFLIK DI IRAK DAN 
KEPENTINGAN IRAN 
A. Konflik di Irak 
Pasca berakhirnya pemerintahan Saddam Hussein, terjadi perubahan 
sistem politik di Irak. Irak yang semasa pemerintahan Saddam Hussein 
dikuasai oleh kelompok Sunni, sehingga segala bentuk kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pemerintahan Saddam selalu cenderung kepada kepentingan 
kelompok Sunni. Kelompok masyarakat lainnya, seperti kelompok Syiah 
hanyalah pelengkap saja pada masa pemerintahan Saddam Hussein. Mereka 
hampir tidak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Padahal 
jika dilihat secara demografi, penduduk Irak didominasi oleh kelompok 
masyarakat dari golongan Syiah
39
.  
Secara demografi, penduduk Irak Dari total 32.585.692 jiwa (Juli 2014) 
populasi di Irak, terpecah menjadi beberapa kelompok. Berdasarkan kelompok 
etnisnya, sekitar 75-80 persen penduduknya adalah etnis Arab, 15-20 persen 
merupakan etnis Kurdi, dan selebihnya adalah etnis Turki dan Suriah. 
Persentase pembagian kelompok etnis tersebut juga sejalan dengan pembagian 
kelompok agama/ kepercayaan di Irak. Sekitar 60-65 persen penduduknya 
penganut aliran Muslim Syiah, 32-37 persen menganut aliran Muslim Sunni, 
dan selebihnya adalah Kristen sekitar 0,8 persen, serta Hindu dan Buddha 
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dibawah 1 persen
40
. Pluralitas inilah yang membuat kesulitan tersendiri bagi 
masyarakat Irak yang berujung pada konflik. Sehingga memberika realita 
bahwa kelompok Syiah merupakan kelompok dominan yang tertindas di 
negaranya sendiri.  
Saat berakhirnya pemerintahan Saddam Hussein-lah, kelompok Syiah 
melihat adanya harapan untuk segera membangkitkan kekuatan kelompok ini. 
Mereka mulai membangunnya dari kekuatan politik. Partai-partai oposisi yang 
selama pemerintahan Saddam Hussein melakukan aktivitasnya secara 
sembunyi-sembunyi, terlihat giat melakukan kampanye guna memperoleh 
dukungan suara dalam proses pemilihan nantinya. Partai-partai oposisi ini 
mayoritas merupakan partai yang berasal dari kelompok Syiah sehingga 
mereka mencoba untuk mendapatkan dukungan suara yang utuh dari 
masyarakat penganut Syiah secara umum di Irak. 
Pada kenyataannya proses demokratisasi yang terjadi di Irak ini tidak 
berjalan dengan damai. Aksi-aksi kriminal juga mewarnai proses demokratisasi 
tersebut, seperti pengeboman, pembunuhan, ancaman-ancaman, dan lain 
sebagainya. Hal tersebut merupakan implementasi konflik yang terjadi di Irak. 
Setiap kelompok kepentingan politik mengklaim aksi kekerasan yang 
dilakukan terhadap lawan politiknya. Salah satu aktornya antara kelompok 
politik Sunni dan Syiah di Irak. Keduanya sama-sama ingin memperebutkan 
kekuasan politik yang sedang dipertaruhkan di Irak.  
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1. Latar Belakang Konflik Irak 
Konflik di Irak merupakan konflik yang sulit untuk diredam. Jika 
dilihat secara sepintas, konflik ini dapat dikategorikan sebagai konflik 
antar agama. Namun jika ditelaah lebih lanjut maka konflik ini 
dikategorikan sebagai konflik politik. Dimana konflik politik yang terjadi 
adalah mengenai perebutan kekuasaan antara masyarakat maupun 
kelompok kepentingan di Irak. Dalam beberapa literatur, James 
mengemukakan bahwa konflik politik di kawasan Timur Tengah juga 
sering diartikan sebagai “Perang Saudara” yakni perselisihan yang terjadi 
antara kelompok kepentingan dalam rangka untuk mengambil dan 
mempertahankan kekuasaan pemerintahan atau untuk melakukan 
perubahan kebijakan, namun tak dapat pula dipungkiri terkadang 
pemilihan kata “Perang Saudara” ini disalahartikan41. 
Konflik yang terjadi di Irak mengundang keprihatinan dari pihak 
dunia internasional. Terhitung telah banyak pihak yang ikut berupaya 
untuk memecahkan permasalahan konflik yang terjadi di Irak salah 
satunya adalah Iran. Keterlibatan dunia internasional ini dianggap penting 
untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi di Irak tersebut. Namun pun 
telah banyak pihak yang ikut terlibat dalam konflik tersebut baik langsung 
maupun tidak langsung, belum juga memperlihatkan hasil yang positif. 
Bahkan yang paling parahnya adalah keterlibatan pihak- pihak tersebut 
membuat ketidakstabilan dalam lingkungan politik dan keamanan di Irak 
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yang berujung pada konflik politik berlandaskan unsur sektarian. Konflik 
politik tersebut melibatkan kelompok-kelompok besar yang ada di Irak 
yakni, antara Sunni dan Syiah, antara Sunni dan Kurdi, serta antara Kurdi 
dan Syiah
42
. 
Konflik di Irak terus berlanjut hingga berakhirnya pemerintahan 
Saddam Hussein. Setelah Saddam Hussein ditangkap di kota Tikrit pada 
14 Desember 2003, para kelompok pendukung Saddam terus melakukan 
aksinya. Aksi tersebut didalangi oleh kelompok bernama al-Qaeda. Al-
Qaeda melakukan pemboman terhadap situs-situs suci kelompok Syiah di 
kota Karbala dan Baghdad. Aksi ini dinilai sebagai peringatan kepada 
pihak kelompok Syiah pada umumnya dan Iran pada khususnya untuk 
tidak ikut campur tangan dalam permasalahan pemerintahan Saddam 
Hussein
43
. 
Belum reda kenangan masalah pemboman di kota Karbala dan 
Baghdad, pada tanggal 8 September 2004, Irak kembali mengalami masa 
ketegangan. Mendekati masa pemilihan umum pertama di Irak, semua 
kelompok, baik kelompok Sunni, Syiah, maupun Kurdi, mengekspresikan 
kepentingan politiknya di kota Fallujah. Mereka terlibat dalam serangan 
berdarah yang menewaskan 38 tentara, 6 tentara Irak, dan sekitar 1.200 
masyarakat sipil meninggal dalam serangan tersebut. Serangan tersebut 
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dilancarkan dalam rangka memberikan peringatan kepada Iran tidak ikut 
campur dalam pemilihan presiden di Irak
44
. 
Hasil dari pemilihan umum pertama tersebut adalah untuk 
membentuk sebuah pemerintahan transisi di Irak. Dimana pemerintahan 
transisi ini diberikan mandat untuk membuat konstisusi baru Irak, 
mengawasi kinerja dan fungsi badan legislatif hingga terselesaikannya 
konstitusi Irak yang baru, dan mengevaluasi kinerja pemerintahan transisi 
yang telah terbentuk. 
Pada masa kampanyenya, koalisi partai Syiah dinilai cukup solid 
dalam menjaga keutuhan koalisinya. Hal itu disadari guna memenangkan 
dominasi politik dalam proses pemilihan umum di Irak. Melihat 
kecenderungan kemenangan koalisi partai Syiah sebelum masa pemilihan 
membuat geram lawan politiknya. Hal inilah yang membuat gerakan 
militer partai Ba’ath melakukan serangkaian serangan terhadap tempat-
tempat pemilihan di kota Baghdad. Mereka berhasil melakukan sebanyak 
100 serangan bersenjata yang mengakibatkan tewasnya sekitar 20 orang. 
Mereka juga melakukan aksi bom bunuh diri guna mengacaukan proses 
berjalannya pemilihan. Alhasil dari aksi bom bunuh diri tersebut berhasil 
menewaskan sebanyak 44 orang termasuk didalamnya 9 orang pelaku bom 
bunuh diri
45
. Walaupun terdapat serangkaian aksi kekerasan yang 
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mewarnai proses demokrasi ini, pemilihan umum tersebut tetap dapat 
berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. 
Selain peristiwa pengeboman tersebut, pemilihan tersebut ini 
diwarnai dengan aksi boikot terhadap proses pemilihan. Aksi boikot ini 
diikuti oleh massa dari koalisi partai Sunni seperti, Iraqi Islamic Party dan 
Association of Muslim Scholars. Mereka menilai bahwa selama 
berjalannya proses pemilihan nantinya akan ada banyak warga Irak, 
utamanya kelompok Sunni, yang tinggal didaerah mayoritas penduduk 
Syiah tidak menggunakan hak pilihnya. Mereka mengindikasikan adanya 
semacam ancaman terhadap warga tersebut hingga mereka tidak berani 
menggunak hak pilihnya. Hal serupa disuarakan oleh koalisi partai 
lainnya, Worker-Communist Party of Iraq, yang menyebutkan jika proses 
pemilihan tetap dilanjutkan maka akan ada suara yang tidak terpakai 
sekitar 2%. Jumlah ini dinilai cukup untuk merubah hasil dari pemilihan 
nantinya. Sehingga massa tersebut meminta pemerintah untuk menunda 
proses pemilihan hingga ada jaminan atas keamanan selam proses 
pemilihan berlangsung
46
. 
Aksi-aksi kekerasan tersebut tidak memberikan hambatan yang 
berarti dalam proses pemilihan umum tersebut. Alhasil pemerintahan 
transisi yang telah terpilih, telah berhasil menjalankan mandatnya guna 
merumuskan kontitusi baru Irak yang diratifikasi pada tanggal 15 Oktober 
2005. Konstitusi tersebut menginstruksikan untuk mengadakan pemilihan 
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umum yang kemudian dilaksanakan pada 15 Desember 2005. Pemilihan 
umum selanjutnya ini bertujuan untuk memilih pemerintahan tetap yang 
kedepannya akan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan 
konstitusi baru Irak. 
Pemilihan umum ini telah menghasilkan sebuah keputusan 
dengan menyatakan kemenangan atas Nouri al-Maliki sebagai Perdana 
Menteri Irak. Nouri sendiri merupakan kandidat yang diusung oleh aliansi 
partai yang berasal dari kelompok Syiah di Irak yang bernama United 
Iraqi Alliance (UIA). Pemilu ini juga tidak luput dari isu-isu konflik antar 
kepentingan politik. Hasil pemilu tersebut dinilai telah mencemari makna 
demokrasi yang berlangsung di Irak. 
Berawal dari perolehan suara yang dinilai tidak berimbang, 
hingga menyebabkan gelombang demonstrasi di sejumlah daerah di Irak. 
Pada 23 Desember 2005, para demonstran menyuarakan perihal indikasi 
kecurangan yang terjadi selama berlangsungnya proses pemilihan umum 
tersebut. Mereka berasumsi bahwa koalisi kelompok Syiah di Irak telah 
melakukan kecurangan berupa penggelembungan suara dalam pemilihan 
tersebut. Demontrasi yang diikuti sekitar 20.000 orang yang kebanyakan 
berasal dari kelompok Sunni tidak membuahkan hasil yang berarti bagi 
perubahan keputusan komisi pemilihan umum di Irak
47
.Karena 
ketimpangan suara kepada kelompok Syiah inilah sehingga para 
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demonstran juga menuding keterlibatan Iran dalam proses pemilihan 
umum ini. 
Situasi mencekam terus berkembang pasca pengumuman hasil 
pemilihan umum tersebut. Tercatat telah terjadi serangkaian kekerasan 
seperti pengeboman dan penyerangan terhadap kantor-kantor 
pemerintahan di Irak. Di Mosul, seorang siswa yang berasal dari kelompok 
Sunni di Irak bernama Qusay Salahaddin diculik dan dibunuh setelah 
memimpin sebuah aksi demontrasi yang menentang hasil dari pemilihan 
tersebut. Kelompok Sunni pun menanggapinya dengan mengirimkan 
sebuah serangan terhadap kelompok Syiah yang berada pada koalisi partai 
Syiah
48
. 
Setelah serangan berdarah tersebut, Irak tidak terlihat lebih aman 
dari sebelumnya. Dengan terpilihnya Nouri al-Maliki sebagai Perdana 
Menteri Irak membuka harapan kepada kelompok Syiah di Irak agar 
berpartisipasi di pemerintahan Irak. Kemenangan tersebut memberikan 
akses kepada kelompok Syiah atas kontrol secara mayoritas terhadap 
parlemen Irak
49
. 
Terpilihnya pemimpin dari golongan mayoritas ternyata tidak 
memberikan hasil positif yang signifikan terhadap stabilitas di Irak. 
Terbukti pada 22 Februari 2006, kelompok ekstrimis Sunni kembali 
melakukan penyerangan terhadap daerah yang dihuni oleh mayoritas 
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kelompok Syiah, Samarra. Penyerangan ini mendapatkan kecaman dari 
pihak pemerintah karena diduga dapat memicu kembali konflik sektarian 
yang telah lama berlangsung di Irak
50
. 
Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2006, militan Syiah 
melakukan pemboman terhadap masjid Al-Askari yang sering digunakan 
sebagai tempat peribadahan kelompok Sunni di Samarra. Aksi tersebut 
mengakibatkan hancurnya bangunan dan jatuhnya korban jiwa. Tidak 
berhenti disitu saja, aksi yang dilakukan kelompok gabungan Syiah ini 
terus berlangsung selama tahun-tahun berikutnya
51
. 
Pada 1 Juni 2007, militan-militan Sunni dari berbagai kelompok 
berkoalisi dalam rangka bersama mengalahkan pasukan al-Qaeda yang 
mengancam keamanan negara. Merespon koalisi tersebut, Syeikh Abdul 
Sattar Abu Risha sebagai salah satu perwakilan kelompok Sunni 
melangsungkan pertemuan di provinsi Anbar dengan pimpinan kelompok 
Sunni lainnya. Namun sepuluh hari setelah pertemuan tersebut Syeikh 
Abdul Sattar Abu Risha meninggal dalam aksi pemboman yang terjadi di 
dekat rumahnya
52
. Aksi tersebut diduga sebagai aksi yang dilakukan oleh 
militan dari kelompok Syiah yang tidak ingin kelompok Sunni untuk 
mendapatkan kekuatannya kembali dan menguasai pemerintahan Irak lagi. 
Walaupun berasal dari kelompok Syiah, tidak melulu bahwa 
kebijakan yang diambil oleh Nouri al-Maliki sebagai Perdana Menteri 
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tersebut mendapat respon positif dari pihak kelompok Syiah. Terbukti 
pada 24 Maret 2008, kelompok Syiah yang mengaku loyal kepada 
Muqtada al-Sadr melakukan penyerangan atas tentara-tentara Irak
53
. Ini 
merupakan aksi balasan atas aksi kekerasan yang dilakukan pemerintahan 
Nouri al-Maliki terhadap anggota kelompok Sadr. Mereka juga 
menyatakan akan mengobarkan api konflik sektarian di Irak jika 
pemerintah tidak memperbaiki kinerjanya. Konflik di Irak terus 
berlangsung bahkan hingga penyelenggaraan proses pemilihan umum pada 
tahun 2010. 
Sebelum berlangsungnya proses pemilihan umum tersebut terjadi 
sebuah sengketa mengenai kandidat anggota parlemen Irak. Pada 15 
Januari 2010, Independent High Electoral Commission (IHEG) atau lebih 
dikenal sebagai komisi pemilihan di Irak menemukan dan menetapkan 
sebanyak 499 kandidat yang mencalonkan diri sebagai calon anggota 
parlemen Irak memiliki hubungan yang erat dengan partai Ba’ath. Secara 
demikian, IHEG menetapkan para kandidat tersebut sebagai kandidat tidak 
sah dan tidak layak untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen 
Irak
54
. 
Selain permasalahan kandidat, beberapa kasus kekerasan juga 
mewarnai berjalannya pemilihan pada periode ini. Kekerasan yang paling 
nampak adalah tindak kejahatan pengeboman. Pada tanggal 13 Februari 
2010, hari dibukanya kampanye terbuka di Irak, tercatat ada lima kejadian 
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bom yang meledak di Irak. Bom yang pertama meledak di kantor 
pemimpin politik Sale al-Mutlaq. Bom tersebut tidak mengakibatkan 
korban jiwa. Bom yang kedua meledak di kompleks sekolah di wilayah 
Baghdad sebelah barat, juga tidak mengakibatkan korban jiwa. Bomb yang 
ketiga meledak di kantor pusat National Iraqi Alliance yang mayoritas 
merupakan koalisi partai Syiah di Irak. Bom keempat meledakkan sebuah 
kantor pusat milik Moderate Movement List yang mengakibatkan dua 
orang terluka. Dan bom kelima meledak di kantor yang digunakan oleh 
Nehru Mohammed Abdul Karim al-Kasanzani dan melukai satu orang
55
. 
Berdasarkan penyataan dari Iraqi Body Count, sejak 12 Februari 2010 
(pembukaan kampanye) hingga 7 Maret 2010 (hari pemilihan) sebanyak 
228 orang tewas dari berbagai aksi pengeboman di Irak. Dan sebanyak 176 
orang tewas akibat serangan sejak setelah pemilihan hingga pengumuman 
hasil pemilihan.
56
 
Selain permasalahan tindak kriminal di atas, pada pemilihan 
periode 2010 ini mengalami jumlah penurunan angka pemilih. Pada 
periode ini jumlah total pemilih berkisar pada angka 62,4% angka ini 
menurun jika dibandingkan dengan angka pemilih pada tahun 2005 yang 
berada pada angka 79,6%. Penyebab pemasalahan ini diindikasikan adanya 
banyak kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan, utamanya di 
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kota Baghdad
57
. Namun pada 14 Mei 2010, IHEG segera mengklarifikasi 
tidak adanya kecurangan dalam proses pemilihan ini dengan melakukan 
perhitungan ulang sebanyak 11.298 kotak suara yang ada di kota 
Baghdad
58
. Hal ini dinilai perlu guna mengurangi angka konflik akibat isu 
kecurangan pada pemilihan umum tersebut. 
Isu-isu tersebut terus menunda pengangkatan pemerintahan 
terpilih. Namun karena proses berlangsungnya dan hasilnya yang 
kontroversial, maka formasi baru parlemen Irak periode 2010 baru 
diresmikan pada 14 Juni 2010. Anggota-anggota parlemen inilah yang 
kemudian bertugas untuk memilih Presiden dan Perdana Menteri Irak yang 
baru.  
Pemilihan umum yang diselenggarakan pada 7 Maret 2010 
memiliki fluktuasi konflik yang lebih tinggi dibandingkan pada Desember 
2005. Pada pemilihan kali ini, koalisi yang memenangkan mayoritas suara 
adalah Iraqi National Movement yang merupakan koalisi pimpinan Ayad 
Allawi yang terdiri dari gabungan kelompok Sunni dan Syiah. Koalisi ini 
berhasil memenangkan sebanyak 91 kursi dan membuatnya menjadi 
koalisi terbesar dalam parlemen periode tersebut. Sedangkan koalisi partai 
pimpinan Perdana Menteri Nouri al-Maliki hanya dapat memenangkan 
sebanyak 89 kursi di parlemen. Namun setelah melalui perdebatan dan 
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negosiasi yang cukup berat maka pada 11 November 2010, parlemen 
mengumumkan Talabani sebagai Presiden baru Irak dan Nouri al-Maliki 
sebagai Perdana Menteri Irak untuk yang kedua kalinya
59
. 
Berdasarkan keputusan ini, Ayad Allawi yang koalisi partainya 
memenangkan pemilihan secara umum merasa dicurangi oleh Nouri al-
Maliki
60
. Menurut pernyataan dari pihak National Iraqi Alliance, Nouri 
diindikasikan telah menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya dengan 
membagikan lahan dan perkebunan yang dimiliki oleh pemerintah kepada 
ketua kelompok tertentu guna mengamankan suaranya dalam pemilihan
61
. 
Ibrahim al-Jaafari juga menuduh pemerintahan Nouri memalsukan 
sebanyak 800.000 nama yang terdaftar sebagai penduduk Baghdad yang 
kemudian digunakan untuk menambah suaranya dalam proses pemilihan. 
Sadr Movement juga menambahkan bahwa pemerintah yang sedang 
berkuasa telah menangkap dan memenjarakan pendukung partainya 
sehingga mencegah para pendukung tersebut untuk menggunakan hak 
pilihnya
62
. Tidak berhenti disitu saja, sejumlah perwakilan kelompok lain 
juga ikut melaporkan kecurigaan mereka atas kecurangan yang dilakukan 
oleh Nouri. Pimpinan koalisi al-Iraqiya juga mencurigai kecurangan yang 
dilakukan kubu Nouri bahwa mereka telah mengosongkan kotak suara dan 
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mengisinya kembali dengan surat suara yang telah dimanipulasi
63
. 
Kecurangan-kecurangan tersebutlah yang memicu kemarahan dari 
kelompok Sunni di Irak yang kembali memicu konflik antar dua 
kepentingan tersebut di Irak. 
Langkah selanjutnya guna mengurangi angka konflik yang terjadi 
di Irak adalah pembagian kekuasaan di Irak. Hal ini dilakukan agar 
kekuasaan yang dipegang oleh pemimpin negara tidak dijadikan sebagai 
alat untuk menindas kepentingan kelompok lain. Pada 21 Desember 2010, 
parlemen Irak menyetujui koalisi yang diajukan oleh Nouri al-Maliki. 
Hasil dari koalisi tersebut menyebutkan bahwa Nouri al-Maliki tetap 
sebagai Perdana Menteri Irak dan Jalal Talabani sebagai Presiden Irak. 
Nouri kembali menyebutkan 34 nama sebagai kandidat menteri dalam 
kabinetnya yang masih didominasi dari koalisi partai Syiah
64
. 
Namun selama dua periode kepemimpinan Nouri al-Maliki, 
konflik sektarian di Irak tidak kunjung mereda. Terbukti pada 28 
Desember 2012, sekitar 2.000 demonstran dari kubu kelompok Sunni akan 
melakukan aksi demonstrasi di kota Anbar. Hal ini menyikapi kebijakan 
Perdana Menteri Nouri al-Maliki yang dinilai sangat bersifat sektarian. 
Penangkapan atas masyarakat tidak bersalah dengan motif terorisme, 
dimana mayoritas dari masyarakat yang ditangkap merupakan masyarakat 
kelompok Sunni. Selain di kota Annbar, gelombang demonstrasi juga 
terjadi di kota Mosul, menyuarakan hal serupa. Dimana pemerintahan 
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Nouri, menangkap Menteri Keuangan yang notabene merupakan 
kelompok Sunni. Para demonstran beranggapan bahwa pasca runtuhnya 
rezim Saddam Hussein, pemerintahan yang dijalankan oleh Nouri al-
Maliki cenderung tidak ingin membagi kekuasaan dengan kelompok 
Sunni
65
.  
Tidak berhenti disitu saja, gelombang protes terus berkembang 
dibeberapa provinsi di Irak. Demonstran tersebut menuntut kebijakan 
represif pemerintahan Nouri yang menindas kaum muslimin Sunni. 
Pengusiran, perampokan, pembunuhan, penangkapan dan pemenjaraan 
terus-menerus dilakukan oleh tentara, kepolisian dan intelijen 
pemerintahan Nouri terhadap warga muslim Sunni
66
. 
Konflik sektarian kembali memanas di Irak pasca terjadinya 
diskriminasi politik pada pemerintahan Nouri al-Maliki. Puncaknya 
ditandai dengan munculnya kelompok pemberontakan yang bernama 
Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL). Kelompok pemberontakan ini 
diduga tumbuh akibat adanya keinginan untuk mendirikan negara baru di 
kawasan Irak dan Suriah yang diperuntukan kapada kelompok Sunni
67
. 
Ketidakmampuan pemerintahan Nouri al-Maliki untuk menjalin kerjasama 
                                                          
65
 Warga Sunni Irak Akan Gelar Protes Besar Tolak Kebijakan PM Nuri Al-Maliki. 
Diakses melalui https://www.islampos.com/warga-sunni-irak-akan-gelar-protes-besar-
tolak-kebijakan-pm-nuri-al-maliki-35330/ pada 17 Oktober 2015. 
66
 Bakar bendera Iran, puluhan ribu demonstran Irak tuntut rezim Syiah Al-Maliki 
lengser. Diakses melalui http://www.arrahmah.com/read/2012/12/30/25788-bakar-
bendera-iran-puluhan-ribu-demonstran-irak-tuntut-rezim-syiah-al-maliki-lengser.html 
pada 17 Oktober 2015. 
67
 What's the Difference Between ISIL and ISIS?. Diakses melalui 
http://www.kgwn.tv/home/headlines/Whats-the-Difference-Between-ISIL-and-ISIS-
272362281.html pada 13 Oktober 2015. 
46 
 
dengan kepentingan kelompok Sunni yang terjadi pasca berakhirnya rezim 
Saddam Hussein memicu pertumbuhan kelompok ini di Irak
68
. 
2. Substansi Konflik Irak 
Perubahan suasana politik Irak pasca Saddam Hussein 
berpengaruh terhadap pemetaan kekuatan-kekuatan politik Irak. 
Sebaliknya, kepentingan masing-masing kekuatan politik mempengaruhi 
suasana politik Irak. Pasca Saddam, muncul kekuatan-kekuatan politik 
baru yang lebih adaptif, meskipun pada dasarnya kekuatan-kekuatan 
politik tersebut tetap berafiliasi dengan tiga kelompok utama masyarakat 
yaitu Sunni, Syiah dan Kurdi, yang pada masing – masing kelompok 
tersebut muncul koalisi-koalisi
69
. 
Perubahan proses politik Irak menguntungkan kelompok Syiah 
dan Kurdi sedangkan kelompok Sunni merasa dirugikan. Kelompok Kurdi 
diuntungkan baik secara politik maupun budaya karena mempunyai suara 
signifikan dalam pemilu. Adapun kelompok Syiah menjadi kelompok 
dominan dalam pemerintah Irak. Namun Sunni yang selama ini menguasai 
pemerintah menjadi hilang kekuatan dan kekuasaannya dalam ranah 
politik di Irak. Kelompok Syiah yang mendapatkan kemenangan dalam 
proses pemilihan umum menjadi kelompok yang diperhitungkan. Dengan 
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kekuasaan yang dimilikinya, kelompok Syiah tersebut cenderung bertindak 
sewenang-wenang terhadap kelompok lainnya terutama kelompok Sunni. 
Kondisi tersebut mengundang konflik antara kelompok Sunni dan Syiah di 
Irak. 
Kondisi pergolakan kekuatan politik Irak lebih dinamis karena 
masing-masing politik aliran tidak selalu bisa dilihat sebagai satu kesatuan 
yang utuh, serta ruang gerak mereka yang lebih terbuka, terbukti dengan 
banyaknya kelompok bersenjata yang muncul di Irak. Kekuatan-kekuatan 
politik tersebut berafiliasi dengan partai-partai politik berbeda yang juga 
seringkali tidak mempunyai pandangan dan strategi yang sama dalam 
menyikapi suatu persoalan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan 
pragmatis masing-masing, sehingga mengundang konflik diantara 
kelompok-kelompok tersebut. 
Berbicara mengenai konflik di Irak tentunya berbicara mengenai 
konflik sektarian (intra-agama) antara Sunni dan Syiah
70
. Konflik antara 
dua etnis ini mulanya berawal dari ketimpangan dalam pemenuhan 
kebutuhan hidup antar kelompok. Ketimpangan tersebut membentuk 
sebuah pola baru yang menjurus kepada kesenjangan sosial. Hal ini dapat 
digambarkan bahwa  pada masa pemerintahan Saddam Hussein, 
pemerintah cenderung memusatkan perhatiannya kepada kelompok Sunni. 
Hal ini ditandai dengan tidak meratanya pembangunan sarana dan 
prasarana yang memadahi di Irak. Alhasil kesenjangan terjadi dalam 
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proses pembangunan struktur dan infrastruktur di Irak. Sebaliknya ketika 
kelompok Syiah di Irak memiliki kekuasaan politik, mereka cenderung 
mengabaikan kebutuhan kelompok Sunni tersebut. Mereka dinilai lebih 
mengakomodasi kepentingan kelompok Syiah dibandingkan dengan 
kepentingan kelompok Sunni. 
Ketidakmerataan pembangunan di Irak dilatarbelakangi oleh 
kepentingan politik dari setiap kelompok. Kepentingan politik tersebut 
menyeret Irak dalam arus perebutan kekuasaan politik. Konflik Irak ini 
sendiri berupa perebutan kekuasaan politik guna “menyetir” kehidupan 
kelompok kepentingan yang mengusung melalui kekuasaan yang 
dipegang. Terdapat tiga kelompok kepentingan besar di Irak yang saling 
berebut kursi kekuasaan di Irak guna memegang kendali penuh atas 
pemerintahan Irak. Perebutan kekuasaan ini merupakan hal yang wajar 
terjadi dalam tingkat pluralitas penduduk yang tinggi seperti di Irak
71
. 
Perebutan kekuasaan merupakan hal yang sudah lumrah dalam 
sejarah perkembangan Irak. Dimulai dari masa sebelum masuknya Islam di 
wilayah Irak hingga sekarang pergejolakan politik serta perebutan 
kekuasaan terus terjadi di wilayah tersebut
72
. Dominasi kelompok Sunni 
dalam panggung politik di Irak menyebabkan kecemburuan sosial dari 
kelompok Syiah di Irak yang notabene merupakan masyarakat mayoritas 
di Irak. Dalam catatan sejarah perebutan kekuasaan politik di Irak, 
kelompok Syiah belum pernah sekalipun memegang kendali sebagai 
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pemimpin negara Irak. Prestasi tertinggi yang dicapainya adalah 
melanggengkan perwakilannya sebagai Perdana Menteri di Irak. 
Kebangkitan kekuatan politik kelompok Syiah dimulai dari 
pemilihan periode Januari 2005 dimana koalisi partai Syiah, United Iraqi 
Alliance, memenangkan perolehan suara sebesar 4.075.292 suara atau 
sekitar 48,19% dari total pemilih pada periode tersebut. Secara demikian 
koalisi partai ini telah memenagkan sebanyak 140 kursi di parlemen dari 
total 275 kursi. Sedangkan koalisi partai Sunni yang bernamakan Iraqi 
List, pimpinan Iyad Allawi, hanya dapat memperoleh dukungan suara 
sebesar 1.168.943 atau sekitar 13,82% suara. Sehingga koalisi partai ini 
harus senang dengan hasil perolehan kursi yang didapat yakni sebanyak 40 
kursi di parlemen
73
. 
Ketimpangan dari hasil pemilihan tersebut memicu aksi-aksi 
kekerasan yang mengklaim diri berasal dari koalisi partai Sunni. Mereka 
memboikot proses pemilihan dan mengajukan protes keras terhadap hasil 
dari perhitungan suara terebut. Kelompok yang mengajukan protes keras 
adalah kelompok al-Qaeda pimpinan Abu Musab al-Zarqawi. Dia 
beranggapan bahwa mereka akan menyatakan perang apabila proses 
demokrasi tersebut dinodai dengan terpilihnya seorang pemimpin baru Irak 
yang berasal dari kelompok yang sesat, kelompok Syiah. Mereka juga 
menggeneralisir siapapun yang turut membantu proses pemenangan 
tersebut merupakan bagian dari kesesatan. Mereka juga mengklaim bahwa 
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proses pemilihan akan berjalan tidak berimbang karena kelompok Syiah di 
Irak telah melakukan tindakan kekerasan kepada anggota kelompok 
lainnya yang mengakibatkan ketakutan dalam menggunakan hak 
suaranya
74
. Konflik tersebut terus berlangsung hingga pemilihan periode 
Desember 2005 berlangsung. 
Tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya, pada pemilihan 
periode Desember 2005 koalisi partai yang mendominasi kursi di parlemen 
berasal dari koalisi partai Syiah. Menurut data statistik pemilihan umum 
Desember 2005, koalisi partai Syiah yang menamakan diri, United Iraqi 
Alliance, tersebut berhasil memenangkan sebanyak 5.021.137 suara atau 
sekitar 41.2% dari total pemilih pada periode pertama tersebut
75
. Sejalan 
dengan hal tersebut, koalisi partai ini juga menempati kursi di Parlemen 
Irak sebanyak 128 kursi dari total 275 kursi
76
. Sedangkan kelompok Sunni 
di Irak membentuk koalisi partai yang bernamakan Iraqi Accord Front 
(IAF). Koalisi partai ini hanya mendapatkan sebanyak 1,840,216 suara 
atau sekitar 15.1% dari total pemilih
77
. Alhasil koalisi partai yang terkenal 
mayoritas berasal dari kelompok Sunni ini mendapatkan sebanyak 44 kursi 
di Parlemen Irak
78
. 
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Berbagai serangan berdarah mewarnai pengumuman hasil dari 
proses pemilihan tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, kondisi di 
Irak khususnya keamanan di Irak tidak cenderung membaik. Para aktivis-
sktivis kelompok Sunni terus menyuarakan aspirasinya terkait dengan 
kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berimbang. Pasca terpilihnya 
Perdana Menteri Irak perwakilan dari kelompok Syiah, kepentingan 
kelompok Sunni tidak kunjung terwadahi. Hal ini terlihat dari kebijakan 
pemerintahan Nouri yang mencoba merekonsiliasi dan mewadahi semua 
kepentingan kelompok-kelompok di Iran yang dinilai gagal. Sehingga 
mengakibatkan isu-isu konflik antara kelompok Sunni dan Syiah di Irak 
kembali mencuat ke permukaan.  
Pemerintahan yang terpilih secara demokratis ini tidak dapat 
mengurangi beban negara terutama dalam menekan angka konflik yang 
terjadi di Irak. Komposisi pemerintahan Iran terlihat sangat “mencolok” 
pasca terpilihnya Nouri al-Maliki, terutama terjadi terhadap kelompok 
Sunni yang selama masa pemerintahan Saddam Hussein cukup sejahtera. 
Pada awal masa pemerintahannya, Nouri al-Maliki bahkan tidak turut 
melibatkan koalisi partai kelompok Sunni yang tergabung dalam Islamic 
Iraqi Party (IIP) dalam dewan yang merumuskan kembali konstitusi yang 
akan kemudian diberlakukan di Irak
79
. Sehingga terbukti bahwa kebijakan 
yang dikeluarkan oleh pemerintahan Nouri al-Maliki masih terasa berpihak 
kepada kelompok Syiah. Hal tersebut terus terjadi hingga berlangsungnya 
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proses pemilihan perode Maret 2010, dimana pada periode tersebut 
kekuasaan partai-partai Syiah di Irak tetap terjaga. 
Pada tahun 2010, dari jumlah total 325 kursi yang ada diparlemen 
Irak, koalisi kelompok Syiah mendapatkan 89 kursi di parlemen, 
sedangkan rivalnya koalisi kelompok Sunni mendapatkan sebanyak 91 
kursi di parlemen Irak
80
. Melihat hal tersebut koalisi partai Syiah segera 
menggabungkan suaranya sehingga hasil gabungan suara dari koalisi State 
of Law Coalition dan National Iraqi Alliance menghasilkan kursi di 
parlemen sebanyak 159 kursi dan mendominasi kursi di parlemen. Alhasil 
setelah melalui perdebatan yang cukup panjang dalam parlemen, maka 
terpilihlah Nouri al-Maliki sebagai Perdana Menteri Irak masa jabatan 
2010-2014. Hal ini menandakan kebangkitan kekuatan politik kelompok 
Syiah di Irak. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah baru Irak dinilai 
cenderung melanggengkan kekuasaan politik dari kelompok Syiah guna 
menjaga kepentingan politik Syiah di Irak. Implementasinya terdapat pada 
saat pencalonan Nouri al-Maliki sebagai Perdana Menteri Irak untuk yang 
kedua kalinya.  
Namun karena merasa pemerintahan Nouri al-Maliki tidak jauh 
bedanya dengan pemerintahan Saddam Hussein maka gelombang 
demonstrasi yang mengecam keamanan kembali bergemuruh. Massa yang 
sebagian besar terkonsentrasi dari kelompok Sunni mencoba untuk 
mengemukakan aspirasinya melalui unjuk rasa. Mereka merasa 
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pemerintahan Nouri al-Maliki tidak berpihak kepada mereka dan secara 
otomatis kesejahteraan mereka kurang diperhatikan, Gelombang unjuk 
rasa tersebut terkonsentrasi di wilayah yang berpenduduk mayoritas Sunni 
seperti Falluja dan Ramadi pada Desember 2012
81
. 
Koalisi kelompok Sunni sendiri tidak tinggal diam dalam 
menanggapi kondisi perpolitikan Irak tersebut. Koalisi kelompok Sunni 
membentuk sebuah koalisi yang bernamakan al-Iraqiya yang bertujuan 
untuk kembali membangkitkan kekuatan politik kelompok Sunni di Irak 
pasca berakhirnya pemerintahan Saddam Hussein. koalisi al-Iraqiya 
pimpinan Iyad Allawi kembali melakukan manuver politik. Koalisi al-
Iraqiya menangguhkan aktivitas wakil-wakilnya di parlemen dan 
pemerintah. Koalisi ini mengumumkan larangan terhadap wakil-wakilnya 
untuk ikut dalam sidang-sidang parlemen sebagai protes terhadap kinerja 
pemerintah. Para pemimpin koalisi al-Iraqiya menilai Nouri al-Maliki, 
Perdana menteri Irak bergerak sendiri dan tidak peduli dengan partai-partai 
lain
82
. 
Pertentangan kepentingan politik inilah yang menyebabkan tidak 
meredanya konflik yang terjadi di Irak. Konflik politik yang sering kali 
dikaitkan dengan konflik bersenjata yang terus terjadi seiring berjalannya 
proses politik di Irak. Yang seiring dengan berjalannya waktu konflik 
tersebut ikut merembet kepada sektor-sektor kehidupan lainnya terhadap 
masyarakat Irak.  
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B. Kepentingan Iran 
Negara yang cukup berpengaruh dalam konflik di Irak adalah Iran. 
Selain karena hubungan geografis, Iran sebagai negara tetangga yang 
berbatasan langsung dengan Irak di sebelah timur ini memiliki kedekatan 
historis dengan Irak. Hal ini ditandai dengan adanya representasi masyarakat 
kelompok Syiah dalam demografi kependudukan Irak. Hal tersebut pula yang 
mendorong Iran untuk turut mengambil sikap atas konflik yang terjadi di Irak. 
Hadirnya kekuatan Iran menjadi sebuah kekuatan yang cukup 
diperhitungkan di Timur Tengah dan khususnya di Irak, tidak lain karena 
peristiwa revolusi yang terjadi pada tahun 1979 di Iran. Revolusi terbesar 
dalam sejarah Iran tersebut menandai berakhirnya pemerintahan otokrasi 
pimpinan Shah Reza Pahlevi
83
. Hasil dari revolusi tersebut adalah transformasi 
Iran menjadi Republik Islam Iran. Sehingga Iran kembali berambisi untuk 
mengokohkan posisinya di kawasan. Setelah berhasil untuk memperbaiki 
kehidupan politik dalam negeri maka Iran berencana untuk memperluas 
kembali pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. 
Sikap yang ditunjukkan Iran terhadap kondisi di Irak dewasa ini 
dipengaruhi oleh dua kepentingan. Kepentingan yang pertama adalah untuk 
membangun keamanan dan stabilitas di Irak. Upaya tersebut disandarkan 
kepada realitas sejarah yang mendasari hubungan kedua negara. Dalam realitas 
pertama, dalam pandangan masyarakat Iran terdapat semacam persepsi 
ancaman keamanan, khususnya kenangan menyakitkan dari perang Iran-Irak 
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yang berlangsung selama delapan tahun. Namun melihat perkembangan baru 
pasca berakhirnya pemerintahan Saddam Hussein di Irak dimana pemerintahan 
baru telah terbentuk. Maka Iran kembali termotivasi untuk menghilangkan 
ancaman tersebut dengan cara peningkatan kerjasama keamanan dan politik 
dengan pemerintah baru
84
. 
Kerjasama politik yang terjalin merupakan hal yang cukup sensitif 
untuk dibahas.  Permasalahan tersebut memiliki sejarah dan persepsi yang 
buruk di benak masyarakat Irak. Permasalahan politik memiliki akar yang 
panjang dari segi sejarah, terjadi kesenjangan politik antara tiga kelompok 
mayoritas di Irak yakni, Sunni, Syiah, dan Kurdi. Ketika kelompok tersebut 
sama-sama menginginkan kursi kekuasaan politik di Irak. Kesenjangan yang 
paling mencolok adalah antara kelompok Sunni dan Syiah. 
Kesenjangan tersebut yang memotivasi Iran untuk menyikapi kondisi 
yang dialami kelompok Syiah di Irak. Kelompok Syiah di Irak sendiri dalam 
bidang politik tidak mendapatkan hak politiknya secara utuh terutama pada 
masa pemerintahan Saddam Hussein. Alhasil melihat kekosongan 
pemerintahan sejak berakhirnya pemerintahan Saddam Hussein, maka Iran 
semakin gencar dalam memberikan bantuan politik terhadap kelompok Syiah 
di Irak. Hal tersebut dilakukan karena keterikatan pemikiran dan agama 
sehingga Iran merasa perlu untuk membantu kelompok Syiah di Irak.  
Usaha-usaha Iran dalam membantu kebangkitan kelompok Syiah 
dalam bidang politik tersebut membuahkan hasil yang cukup membanggakan 
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yakni, kebangkitan kembali kekuatan Syiah dalam tubuh Irak. Hal tersebut 
ditandai dengan koalisi partai pimpinan Perdana Menteri Nouri al-Maliki dapat 
memenangkan sebanyak 89 kursi di parlemen. Namun setelah melalui 
perdebatan dan negosiasi yang cukup berat maka pada 11 November 2010,  
maka terpilihlah Nouri al-Maliki sebagai Perdana Menteri Irak untuk yang 
kedua kalinya
85
. 
Tidak berhenti pada satu periode saja, melihat suksesnya 
pemerintahan Nouri dalam mewadahi kepentingan kelompok Syiah di Irak, 
maka Iran tetap memberikan dukungannya pada proses pemilihan periode 
selanjutnya. Tujuan Iran dalam hal ini tentu saja menjadikan Irak sebagai 
negara yang kepemimpinannya terus dipegang oleh kelompok Syiah. Yang 
kemudian dalam jangka panjang dapat memperluas pengaruh Iran dan aliran 
Syiah di kawasan Timur Tengah. 
Sejalan dengan kebangkitan kelompok Syiah di Irak. Menurut data 
statistik pada pemilihan umum periode 2010, dari jumlah total 325 kursi yang 
ada diparlemen Irak, koalisi kelompok Syiah mendapatkan 159 kursi di 
parlemen, sedangkan rivalnya koalisi kelompok Sunni mendapatkan sebanyak 
91 kursi di parlemen Irak . Hal ini menandakan kebangkitan kekuatan politik 
kelompok Syiah di Irak. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah baru Irak 
dinilai cenderung melanggengkan kekuasaan politik dari kelompok Syiah guna 
menjaga kepentingan politik Syiah di Irak. 
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Dikarenakan kepentingan dalam bentuk kerjasama politik dengan 
pihak pemerintah Irak telah berjalan dengan lancar. Kerjasama dengan 
pemerintahan baru tersebut kembali memicu pergejolakan untuk merebutkan 
kekuasaan di Irak. Situasi perebutan kekuasaan ini kemudian menimbulkan 
masalah baru yakni kemungkinan fragmentasi, perang saudara, persaingan 
antar faksi, dan lain-lain. Situasi-situasi tersebut kurang lebih berdampak pada 
sikap yang diambil oleh Iran demi untuk mengokohkan pengaruhnya di level 
kawasan Timur Tengah
86
. Iran tentunya tidak ingin mengalah dari hegemoni 
yang telah dibentuk oleh Arab Saudi di bawah pemerintahan Saddam Hussein. 
Kepentingan yang kedua atas sikap Iran terhadap Irak adalah 
permasalahan peluang ekonomi. Tujuan ini didasarkan kepada dua asumsi. 
Pertama, Irak telah mendapatkan tempat dan perhatian publik sebagai negara 
dengan pengaruh kekuasaan yang cukup besar di kawasan Timur Tengah. Hal 
tersebut yang memotivasi Iran untuk terus mempengaruhi pemerintahan baru 
Irak demi terciptanya stabilitas di Irak
87
. Mengingat kembali bahwa terdapat 
pertarungan hegemoni antara Iran dan Arab Saudi di kawasan Timur Tengah 
sehingga Iran berinisiatif untuk mempengaruhi pemerintah baru Irak guna 
mendukungnya untuk memperluas pengaruh hegemoninya di kawasan. 
Asumsi kedua adalah terbentuknya pemerintah Irak yang baru 
memberikan kekuatan yang dinamis terhadap hubungan kedua negara
88
. Faksi 
Syiah yang terpilih sebagai pemegang kekuasaan di Irak menunjukkan bahwa 
pemberdayaan kelompok kepentingan telah berjalan dan diharapkan 
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berlangsung merata di Irak. Sehingga kemudian kerjasama yang dilakukan oleh 
Iran dan Irak tidak lagi dalam bingkai untuk memperkuat tentara masing-
masing negara tetapi lebih dapat difokuskan terhadap bidang lain seperti energi 
dan sumber daya guna memajukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
dan keamanan kedua negara. Selain daripada itu, pemberdayaan kelompok 
kepentingan dalam hal ini Syiah dinilai oleh pemerintah Iran sebagai upaya 
menyeimbangkan kembali pengaruh aliran Syiah di Irak setelah selama dalam 
pemerintahan Saddam Hussein hanya Sunni-lah yang mendapatkan perhatian 
dari pemerintah. 
Mengenai kerangka agama, seperti yang telah disebutkan di atas 
bahwa permasalahan agama merupakan bingkai yang menjadi salah satu faktor 
terjadinya instabilitas di Irak. Agama merupakan alat yang dijadikan dasar 
sebagai alasan untuk menjalankan praktek-praktek konflik di Irak. Seperti yang 
telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada pemerintahan Saddam Hussein, beliau 
mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan 
kelompok Kurdi dan Syiah. Sehingga secara general para akademisi 
menyimpulkan bahwa kelompok-kelompok yang berkonflik di Irak merupakan 
kelompok-kelompok agama. 
Namun pun demikian, pluralitas agama tidak dapat dipisahkan begitu 
saja dari dimensi kehidupan masyarakat  Irak. Menilik kembali sejarah 
kehidupan di Irak, sejak Irak masih dikenal dengan nama Mesopotamia hingga 
Irak modern seperti saat ini pertentangan dan perselisihan kepentingan 
terutama kepentingan politik terus mewarnai sejarah negara Irak. Mulai dari 
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pertentangan antara bangsa Sumeria, Akadia,  Babylonia, dan Asiria yang 
berlangsung pada masa sebelum masuknya Islam di Irak
89
. Kemudian setelah 
masuknya Islam di Irak masih tidak memberikan pengaruh berarti dalam 
perdamaian di Irak. Hal ini ditandai dengan perselisihan yang terjadi antara 
khalifah yang berlomba-lomba merebut kekuasaan yang dimiliki oleh 
pesaingnya
90
. Sampai pada masa kemerdekaan pun tidak ada perubahan positif 
dalam fluktuasi konflik di Irak. 
Dinamika konflik inilah yang membentuk sebuah pola keberagaman 
sosial-budaya Irak yang cukup nampak jika ditinjau dari segi agama. Dampak 
lain yang timbul akibat pluralitas agama ini adalah meningkatnya motivasi 
dunia internasional untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah yang 
dihadapi oleh Irak ini. Hal ini guna menanggapi kepentingan masing-masing 
pihak dalam perspektifnya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Iran 
termasuk negara yang termotivasi penuh untuk menyelesaikan konflik di Irak 
terutama pengentasan permasalahan kelompok Sunni-Syiah di Irak. 
Melihat keterlibatan Iran dalam konflik di Irak khususnya konflik 
Sunni-Syiah, tidak dapat dilepaskan dari motivasinya menuju hegemoni 
kawasan Timur Tengah. Jika dikaitkan dengan demografi penduduk Irak, maka 
dapat dilihat pemetaan mengenai persebaran masyarakat di Irak berdasarkan 
prinsip dan ideologinya. Tidak berbeda dengan pemetaan penduduk 
berdasarkan agama, mayoritas penduduk Irak adalah penganut Syiah, 
dilanjutkan dengan kelompok Sunni pada tempat kedua, dan kelompok Kurdi 
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pada posisi ketiga, serta selebihnya adalah Kristen
91
. Kondisi tersebut 
memotivasi Iran untuk memperluas hegemoninya di Irak. 
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BAB IV 
WUJUD SIKAP IRAN DI IRAK 
Keterlibatan Iran dalam konflik di Irak tak lain sebagai dampak atas 
revolusi yang terjadi di Iran. Suksesi revolusi Islam Iran 1979 yang dimotori 
oleh Imam Khomeini berhasil menggulingkan kekuasaan Pahlevi dan 
menjadikan Iran menjadi Republik Islam Iran sampai saat ini. Iran yang telah 
bertransformasi menjadi Republik Islam Iran kembali berambisi untuk 
mengokohkan posisinya di kawasan.  
Dimana dalam mencapai tujuannya tersebut, pemerintah baru Iran 
melakukan perubahan besar-besaran hampir di seluruh aspek kehidupan 
masyarakat Iran. Tak terkecuali mengenai perubahan konstitusi disebabkan 
karena telah berubahnya bentuk negara Iran dari yang dulunya berupa 
kerajaan menjadi negara berbentuk republik. Setelah dasar konstitusi telah 
berhasil dirancang dan dijalankan maka langkah selanjutnya adalah kembali 
mengokohkan posisinya di kawasan sehingga kembali menjadi “pemain” 
yang diperhitungkan di kawasan Timur Tengah
92
. 
Melihat kondisi Irak yang terus bergejolak dan mencapai puncaknya 
pada saat berakhirnya pemerintahan Saddam Hussein, maka Iran yang 
memiliki ikatan sejarah, sosial, budaya serta geografis merasa perlu untuk 
membangun stabilitas di Irak. Ditambah lagi dengan hancurnya sistem dalam 
berbagai segi kehidupan di Irak sehingga Iran yang sementara berusaha untuk 
menjadi negara kuat di kawasan turut membantu Irak dalam proses 
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pembangunan. Namun pun sikap yang diambil oleh Iran tidak dapat terlepas 
dari kepentingannya terhadap Irak. Sehingga secara langsung Iran juga ikut 
memaksakan keinginannya yang saling “ditabrakkan” dengan kepentingan 
yang dimiliki oleh Irak itu sendiri. Hal ini menyebabkan pembentukan 
stabilitas di Irak berjalan lambat. 
A. Dasar Sikap Iran di Irak 
Revolusi Islam di Iran merupakan sebuah penanda akan 
perubahan besar yang terjadi di berbagai sektor kehidupan di Iran. 
Revolusi ini tidak berlangsung secara instan, namun merupakan produk 
dari garis sejarah panjang yang dialami oleh Iran sendiri. Sejarah tersebut 
yang mendorong beberapa tokoh politik di Iran untuk melakukan sebuah 
pergerakan revolusioner demi terciptanya Iran yang baru dengan masa 
depan yang cerah. Revolusi ini disebut sebagai titik awal yang baru bagi 
Iran disebabkan karena Imam Khomeini sebagai pemrakarsa gerakan 
revolusioner ini memberikan inisiatif untuk merubah ideologi yang dianut 
oleh Iran. Perubahan ideologi tersebut mengarah kepada ajaran Islam 
yang diadaptasi dalam kehidupan bernegara. Secara otomatis dengan 
adanya perubahan pada fundamental negara tersebut maka terjadi 
perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan di Iran terutama pada 
aspek politik.  
Secara garis besar salah satu perbedaan mencolok antara Iran 
pra dan pasca revolusi adalah kebijakan luar negeri dan diplomasinya 
terhadap negara-negara super power seperti Amerika Serikat, Inggris dan 
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Rusia yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan luar negeri Iran 
terutama mengenai cadangan minyak dan gas yang dimiliki oleh Iran 
disamping juga kebijakan Iran terhadap dunia Islam. Selaku arsitek 
revolusi Islam Iran, Imam Khomeini memilih pemikiran yang 
bersebrangan dengan negara-negara yang berusaha memaksakan 
kepentingannya terhadap Iran dan umat Islam pada umumnya. Sejak 
kemenangan revolusi Islam Iran terjadi perubahan radikal pada kebijakan 
luar negeri Iran. Negara Iran tidak lagi berada pada poros Amerika 
Serikat. Walaupun ditengah situasi dunia internasional yang melibatkan 
pertarungan ideologi politik antara blok Timur dengan komunis-sosialis 
dan blok Barat dengan paham liberalismenya. Namun keadaan ini tidak 
menempatkan Iran dalam situasi dilematis untuk memilih kebijakan 
politik luar negerinya. Sebaliknya, Iran tetap konsisten pada garis politik 
luar negerinya. 
Di bawah kepemimpinan  Khomeini garis politik luar negeri 
Iran memilih sikap berbeda dengan semboyan “tidak Timur, tidak Barat, 
tetapi pemerintahan Islam” (laa Syarqiyyah, laa Gharbiyah, Jumhuriyah 
Islamiyyah). Tentunya doktrin politik luar negeri ini berangkat pada 
ideologi yang dianut oleh Iran. Karena pada prinsipnya kebijakan luar 
negeri setiap negara pasti memiliki keterkaitan kuat dengan kepentingan 
domestik negara tersebut. 
Doktrin Imam Khomeini yang terus dijaga dan dituangkan 
kedalam Undang-Undang Dasar Iran yang mengatur semua aspek 
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kehidupan di Iran. Di dalam Undang-Undang Dasar Iran disebutkan 
sejumlah prinsip seperti perjuangan hak bangsa-bangsa tertindas sebagai 
landasan politik luar negeri Iran. Prinsip tersebut adalah permanen dan 
tidak dapat diubah. Politik luar negeri Iran sama seperti sebagian besar 
negara dunia yang berdasarkan kepentingan jangka panjang dan berbagai 
nilai yang tidak akan berubah dengan selera dan aliran politik pemerintah 
yang silih berganti. Politik luar negeri Iran pada hakikatnya mengacu pada 
tujuan-tujuan revolusi Islam dan para pejabat kementerian luar negeri 
serta para duta besar dan kuasa usaha negara ini juga harus 
memperhatikan tujuan dan prinsip tersebut. 
 Prinsip dan strategi permanen Iran dalam politik luar negeri 
telah ditetapkan undang-undang dasar. Pada pasal ketiga UUD Iran 
disebutkan bahwa pemerintah Republik Islam Iran harus menyusun 
politik luar negeri negara berdasarkan parameter Islam, komitmen 
persaudaraan terhadap semua umat Muslim dan dukungan terhadap kaum 
tertindas dunia
93
. 
 Pada pasal 154 UUD Republik Islam Iran juga disinggung 
kebahagiaan umat manusia sebagai salah satu tujuan. Independensi, 
kebebasan, pemerintahan yang sah dan adil merupakan hak seluruh umat 
manusia di dunia; oleh karena selain menghindari segala bentuk 
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intervensi dalam urusan bangsa-bangsa lain, pada saat yang sama harus 
mendukung perjuangan kaum tertindas melawan kaum arogan dunia
94
. 
Kedua pasal tersebut diatas yang dijadikan acuan bagi perumus 
kebijakan luar negeri Iran salah satunya untuk menanggapi isu konflik 
yang terjadi di Irak. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Iran pada 
akhirnya menuntunnya untuk mengambil sikap pro aktif untuk menekan 
konflik yang terjadi di Irak. Bahwa dalam isu konflik di Irak, didalamnya 
terkandung isu-isu lain seperti penindasan, penjajahan secara modern, dan 
kekerasan kemanusiaan. Maka sejalan untuk menanggapi isu tersebut 
pihak pemerintah Iran juga merumuskan kebijakan yang berdasarkan 
kepada nilai-nilai dukungan terhadap kaum tertindas, penolakan 
penjajahan, pemeliharaan independensi secara komprehensif, perjuangan 
hak-hak umat Islam, hubungan damai dan timbal balik, penghindaran 
intervensi negara lain,serta dukungan terhadap segala bentuk perjuangan 
anti-kezaliman di berbagai belahan dunia
95
. 
Sejalan dengan dengan teori kebijakan luar negeri yang 
dikemukakan oleh Rosenau, bahwa kebijakan luar negeri suatu negara 
akan dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan eksternal dan 
lingkungan internal negara tersebut. Kondisi yang fluktuatif terjadi pada 
tataran lingkungan eksternal Iran, salah satunya isu konflik di Irak. Jika 
dikaji lebih lanjut isu konflik tersebut memang harus mendapatkan 
perhatian lebih dari pihak pemerintah Iran. Hal ini disebabkan keterikatan 
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historis, sosial, budaya, dan ideologis yang dimiliki antara Iran dan Irak. 
Keterikatan tersebut yang mendorong Iran untuk memberikan bantuan 
guna menekan bahkan mengakhiri konflik yang terjadi di Irak tersebut. 
Selain dari pada itu, juga untuk menjaga kestabilan kepentingan nasional 
Iran di Irak guna pencapaian tujuan nasional Iran. 
Kondisi internal yang berhubungan dengan kebijakan 
pemerintah Iran terhadap koflik di Irak dapat dikaitkan kepada nilai 
kebudayaan dan sejarah yang mencakup nilai, norma, tradisi, dan 
pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat Iran pada umumnya. 
Fenomena revolusi Islam Iran yang merupakan titik awal dimulainya 
kehidupan baru di Iran seakan mengubah cara pandang masyarakat Iran. 
Perubahan cara pandang ini yang secara otomatis akan mengubah sikap 
mereka dalam menanggapi sebuah kondisi, tidak terkecuali dalam bidang 
politik. Ajaran Islam yang menjadi acuan kegiatan dalan segala aspek 
kehidupan juga menjadi bahan pertimbangan paling utama dalam proses 
perumusan kebijakan baik kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar 
negeri.   
Dalam proses perumusan kebijakan luar negerinya, selain 
mempertimbangkan kedua kondisi tersebut, Iran juga senantiasa akan 
mempertimbangkan proses pencapaian tujuan nasionalnya dalam 
kebijakannya tersebut. Dimana tujuan nasional yang sejalan dengan 
kebijakan tersebut adalah sesuai dengan amanah revolusi Islam Iran yang 
menyatakan bahwa Iran harus dapat menyebarluaskan pemikiran 
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mengenai ajaran Syiah terhadap negara lain di kawasan Timur Tengah. 
Guna untuk mencapai tujuan nasional tersebut maka Iran berniat untuk 
memberikan bantuan kepada Irak guna menciptakan kestabilan di Irak 
terutama dalam sektor politik di Irak.  
Alhasil sebagai output kebijakan luar negeri Iran terhadap isu 
konflik di Irak adalah pemerintah Iran berniat memberikan bantuan secara 
politik guna menstabilkan kondisi politik di Irak. Seperti yang diketahui 
bahwa instabilitas politik yang terjadi di Irak menjadi pemicu paling 
bersar konflik tersebut.  
B. Wujud Sikap Iran di Irak 
Keterikatan historis, sosial, budaya, dan ideologis yang 
dirasakan oleh Iran terhadap Irak mendorong pemerintah Iran untuk 
memberi bantuan melalui kebijakan luar negerinya. Dalam hal ini, 
terdapat dua bidang yang menjadi fokus pemerintah Iran dalam pemberian 
bantuannya terhadap konflik di Irak yakni bidang politik dan bidang 
militer.  
1. Memberi Bantuan Politik 
Sikap yang paling mencolok yang diambil oleh Iran dalam hal 
membantu stabilitas di Irak pasca berakhirnya pemerintahan Saddam 
Hussein adalah di bidang politik. Pasca berakhirnya pemerintahan 
otoriter tersebut seyogianya dibangun stabilitas politik melalui proses 
demokrasi. Bangunan demokrasi yang dibentuk di Irak tidak berjalan 
sesuai dengan rencana yang mengakibatkan kekacauan dalam rencana 
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tersebut. Satu hal yang pasti yang tercapai dalam demokratisasi di Irak 
yakni proses pemilihan umum secara langsung. Walaupun tetap bahwa 
aspek-aspek pendukung pemilihan umum itu belum terbentuk secara 
sempurna. Sehingga melihat peluang inilah yang dirangkaikan dengan 
tujuan kebijakan luar negeri Iran, maka Iran berinisiatif menyatakan 
sikapnya walaupun tidak secara terang-terangan dan cukup berhati-hati. 
Dalam bidang politik ini Iran meyakini bahwa kepentingan 
penyebaran pengaruhnya di kawasan Timur Tengah dapat dicapai 
melalui jalan bantuan pemenangan politik tersebut. Secara demikian 
bahwa mayoritas masyarakat Irak merupakan penganut Syiah sehingga 
proyeksi pemenangan koalisi politik Syiah dapat diperoleh dengan 
optimis. Dasar dari penyikapan tersebut adalah persamaan pendapat dan 
pemikiran yang dimiliki oleh kedua kubu dalam hal ini pemikiran Syiah. 
Sehingga kedepannya dapat dengan mudah melakukan kerjasama tanpa 
melalui proses penyamaan pemikiran lagi dalam rangka pemberian 
bantuan politiknya. 
Dalam rangka pemberian bantuan politiknya, Iran sangatlah 
berhati-hati terhadap pemerintahan Irak agar tidak terlalu memiliki 
kekuatan sehingga tidak menjadi bumerang kepada kebijakan Iran 
kedepannya. Iran mengambil langkah dengan seksama untuk 
memberikan bantuannya kepada koalisi partai yang membutuhkan 
terutama koalisi partai Syiah. Iran terus berusaha mengarahkan koalisi 
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partai Syiah untuk mengambil keuntungan melalui kondisi demografi 
penduduk Irak yang dimana didominasi oleh masyarakat Syiah
96
.  
Secara demikian dibidang politik, Iran yang bertindak sebagai 
pelindung kelompok Syiah yang menjadi minoritas di negara lain 
menganggap kondisi politik di Irak kurang stabil. Hal ini dinilai dari 
tidak meratanya partisipasi politik yang diperoleh oleh masyarakat selain 
dari golongan kelompok Sunni di Irak, salah satunya adalah kelompok 
Syiah. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa sejarah mencatat 
kelompok Syiah di Irak belum pernah sekalipun mendudukkan 
perwakilannya untuk duduk dikursi presiden Irak. Capaian tertinggi dari 
perwakilan Syiah adalah sebagai perdana menteri Irak. Permasalahan 
tersebutlah yang mendorong Iran untuk menyikapi bidang politik di Irak. 
Dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung kelompok 
Syiah, Iran juga berperan sebagai penasehat secara tidak langsung dalam 
proses demokrasi di Irak. Tercatat hampir setiap perwakilan partai yang 
tergabung dalam koalisi partai Syiah telah berkunjung ke Iran dalam 
rangka berkonsultasi mengenai susunan pemerintahan yang baru 
nantinya. Hasilnya adalah gelombang pertama yang berkunjung ke Iran, 
mengajukan susunan pemerintahan yang baru dengan komposisi yang 
tidak melibatkan kelompok Sunni di dalamnya
97
. Mereka menginginkan 
semua kepala pemerintahan baru di Irak dikuasai oleh kelompok Syiah.  
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Strategi lainnya adalah Iran mencoba untuk menjaga keutuhan 
suara politik kelompok Syiah dengan memberikan bantuan berupa 
logistik dan finansial
98
. Logistik dan finansial ini nantinya akan 
dibagikan kepada para kandidat anggota parlemen yang berasal dari 
koalisi partai Syiah di Irak. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu 
kelompok Syiah di Irak dalam mendapatkan suara politik dari mayoritas 
penduduk Syiah di Irak. 
Strategi tersebut dilaksanakan pada masa pemenangan Nouri al-
Maliki sebagai Perdana Menteri Irak, Iran juga berkontribusi sebagai 
relawan pemenangan. Iran mengirimkan banyak personil intelejennya 
yang berkunjung ke Irak sebagai wisatawan untuk menyebarkan dan 
mengamankan suara dari koalisi partai Syiah di Irak
99
. Hal ini dilakukan 
dengan pertimbangan bahwa pada masa tersebut bahwa kekosongan 
kepemimpinan di Irak akan membawa Irak dalam kehancuran, sehingga 
melihat peluang tersebut maka pemerintah Iran mendorong kelompok 
Syiah di Irak untuk dapat berperan aktif dalam proses pemilihan guna 
memenangkan perwakilan kelompoknya di parlemen nantinya. Dengan 
dominasi di parlemen nantinya akan melahirkan seorang pimpinan baru 
Irak yang berasal dari kelompok Syiah di Irak.  
Koalisi partai pimpinan Perdana Menteri Nouri al-Maliki hanya 
dapat memenangkan sebanyak 89 kursi di parlemen. Namun setelah 
melalui perdebatan dan negosiasi yang cukup berat maka pada 11 
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November 2010, parlemen mengumumkan Nouri al-Maliki sebagai 
Perdana Menteri Irak untuk yang kedua kalinya
100
. Hal ini disepakati 
setelah koalisi partai Syiah menggabungkan semua suaranya, sehingga 
dominasi kursi sebanyak 159 kursi di parlemen menjadi milik koalisi 
partai Syiah. 
Terpilihnya Nouri al-Maliki diharapkan dapat membentuk 
keseimbangan baru Irak. Tetapi hal tersebut terlihat masih jauh dari 
harapan masyarakat Irak. Pengalaman kelam masa lalu mengajarkan 
Nouri untuk mengambil kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan 
kelompok Sunni. Hal ini mengingat bahwa, pada masa pemerintahan 
Saddam Hussein, kelompok Sunni yang pada kenyataannya kelompok 
minoritas di Irak melakukan hal yang sewenang-wenang kepada 
kelompok Syiah. Bahkan para pemberontak yang tidak sejalan dengan 
pemikiran Saddam Hussein dijadikan sebagai musuh dan ancaman 
negara yang harus dengan segera dihilangkan. 
Pasca terpilihnya Nouri al-Maliki sebagai perwakilan kelompok 
Syiah di Irak, pihak Iran tidak berhenti untuk menyebarkan pengaruhnya 
terhadap pemerintahan baru Irak. Hal tersebut dijalankan oleh 
pemerintahan Iran dengan pertimbangan bahwa kesamaan ideologi dapat 
dengan mudah ditanamkan di Irak dan Iran juga tetap peduli terhadap 
masa depan negara Irak
101
. 
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Namun kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Nouri, tidak 
menjadikan Irak lebih baik. Kebijakan yang diambilnya selalu 
dikonotasikan negatif terutama oleh kelompok Sunni di Irak. Nouri 
dianggap selalu mengutamakan kepentingan dari kelompok Syiah di Irak 
diatas kepentingan kelompok lainnya. Hal tersebut terlihat pada 
kebijakannya atas undang-undang terorisme telah memenjarakan dan 
menghukum ribuan masyarakat Irak. Penangkapan tersebut didasari atas 
asumsi bahwa tersangka dicurigai telah melakukan aksi-aksi yang 
mengancam stabilitas pemerintahan Nouri. Di antara ribuan tahanan 
tersebut, 1.400 orang diantaranya adalah berasal dari kelompok Sunni di 
Irak. Sehingga kebijakan pemerintahan Nouri dinilai tidak adil dan 
cenderung menindas kelompok lain selain kelompok Syiah.  
Selain karena kebijakannya yang dianggap tidak adil, kelompok 
Sunni juga mengajukan protes kepada pemerintahan Nouri al-Maliki. Hal 
ini disebabkan pemerintah cenderung memberikan izin kepada pihak Iran 
untuk mengirimkan militannya dalam rangka untuk melanggengkan 
kekuasaan politiknya. Salah satu contohnya adalah kelompok militan 
bernama Asa’ib Ahl al-Haq (AAH)102. Kelompok militan ini bekerjasama 
dengan Iraqi Security Force (ISF) untuk mengamankan kekuasaan Nouri. 
Pada April 2013, mereka dilaporkan membunuh belasan demonstran 
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yang berasal dari kelompok Sunni di kota Hawija
103
. Karena sikapnya 
inilah yang menyebabkan pemerintahan Nouri tidak lagi mendapatkan 
dukungan dari koalisi partai Sunni. Alhasil pada tahun 2014, terpilihlah 
seorang Perdana Menteri dari kelompok Sunni. 
Dari pemaparan di atas, Iran cenderung menyikapi kondisi 
politik di Irak dengan agresif terutama pasca berakhirnya pemerintahan 
Saddam Hussein. Iran cenderung mengusahakan agar koalisi kelompok 
Syiah memenangkan mayoritas kursi politik di Irak. Hal ini sejalan 
dengan tujuan Iran untuk menyebarkan pemikiran politik Syiah di 
kawasan Timur Tengah utamanya. Kemudian setelah berhasil 
memenangkan mayoritas kursi di parlemen, Iran tetap memberikan 
bantuan guna menjaga keutuhan suara politik kelompok Syiah di Irak 
melalui beberapa bantuan yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut 
dinilai penting untuk menjaga kekuatan politik yang telah dicapai oleh 
kelompok Iran di Irak sehingga tidak jatuh kembali kepada dominasi 
kelompok Sunni di Irak. 
Sebagai kesimpulan, Iran menyikapi kondisi perpolitikan Irak 
tidak lain karena keterikatan historisnya dengan Irak. Keterikatan historis 
tersebut diarahkan kepada partisipasi politik masyarakat Syiah di Irak. 
Tercatat selama negara Irak berdiri, belum pernah ada perwakilan 
kelompok Syiah yang menduduki kursi Presiden. Prestasi tertinggi yang 
pernah dicapai oleh perwakilan kelompok Syiah di Irak adalah sebagai 
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Perdana Menteri. Ketimpangan partisipasi politik terhadap kelompok 
Syiah inilah yang mendasari Iran untuk menyikapi kondisi perpolitikan di 
Irak. Sehingga Iran berusaha melanggengkan kekuasaan kelompok Syiah 
di Irak dengan cara memberikan bantuan berupa relawan pemenangan 
agar suara yang dimiliki oleh mayoritas masyarakat Syiah Irak tidak 
keluar dari koalisi partai Syiah di Irak. 
Iran menyikapi kondisi tersebut dengan memberikan bantuan 
politik berupa saran-saran dalam nasihatnya kepada perwakilan partai 
Syiah di Irak yang berkunjung ke Iran. Selain itu, Iran juga memberikan 
bantuan logistik dan finansial yang diberikan kepada para kandidat dari 
koalisi partai Syiah. Bantuan tersebut nantinya diharapkan dapat dengan 
mudah mengamankan keutuhan suara politik yang dimiliki oleh 
mayoritas kelompok Syiah di Irak. 
2. Memberi Bantuan Militer 
Pasca runtuhnya rezim otoriter Saddam Hussein di Irak, Irak 
menunjukkan kelemahannya dalam membangun kembali negara Irak. 
Sehingga mengakibatkan pengaruh eksternal untuk membantu dan 
mencapai kepentingan nasionalnya di Irak. Tidak terkecuali Iran yang 
juga turut memperluas pengaruhnya yang berdasarkan kepentingan 
nasionalnya di Irak
104
.  
Kepercayaan yang dipegang teguh oleh Iran untuk 
menyebarluaskan pemikiran mengenai ajaran Syiah terhadap negara lain 
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di kawasan Timur Tengah. Mengaitkan tujuan Iran tersebut dengan 
kondisi di Irak sangatlah sejalan. Dengan dominasi populasi berasal dari 
kelompok Syiah, maka Iran diproyeksikan dapat dengan mudah 
menyebarkan pemahamannya di Irak. Mayoritas penduduk Irak yang 
merupakan penganut Syiah dinilai pihak Iran sebagai sumber daya yang 
potensial guna mencapai tujuannya di kwasan Timur Tengah khususnya 
di Irak. 
Dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya di Irak, Iran 
turut menyikapi konflik di Irak dengan memberikan bantuan dalam 
bidang militer. Sikap Iran di bidang militer ini bukan berarti bahwa Iran 
secara tidak langsung mengadakan perang dengan Irak. Namun maksud 
dari Iran tersebut adalah guna membangkitkan dominasi kelompok Syiah 
di Irak. Kelompok yang selama pemerintahan Saddam Hussein termasuk 
kelompok yang “dianak tirikan” oleh pemerintah berusaha diakomodasi 
kepentingannya oleh Iran. Melalui bantuannya di bidang militernya, Iran 
berusaha membentuk sebuah kelompok perjuangan yang dapat 
memperjuangkan kepentingan kelompok Syiah di Irak melalui jalur 
militer. Kelompok-kelompok ini yang kemudian disebut sebagai militan-
militan Syiah di Irak. 
Militan-militan tersebut diharapkan secara langsung dapat 
mengakomodir aspirasi kelompok Syiah di Irak. Namun secara tidak 
langsung kelompok tersebut diharapkan dapat diarahkan untuk 
memenuhi kepentingan Iran di Irak. Sehingga dapat digambarkan bahwa 
76 
 
militan-militan tersebut dapat dijadikan boneka Iran jika sewaktu-waktu 
ada kebijakan pemerintah Irak yang tidak sejalan dengan kepentingan 
nasional Iran. Sehingga Iran dapat menyetir kebijakan pemerintah Irak 
dengan tidak terlibat secara langsung. 
Berbicara mengenai proses pelatihan militan-militan Syiah di 
Irak, maka akan melibatkan personil dari Quds Force dan Hizbollah yang 
merupakan representasi dari pihak Iran. Quds Force sendiri menyusup ke 
wilayah Irak dengan menyamar sebagai warga sipil. Tugasnya adalah 
untuk mengumpulkan informasi mengenai kelompok-kelompok yang 
sejalan dengan kepentingan Iran, terutama di provinsi dengan penduduk 
mayoritas kelompok Syiah. Sedangkan tujuan utama dari personil Quds 
Force tersebut adalah untuk mengidentifikasi dan melakukan pelatihan 
terhadap prajurit Syiah di Iraq, menyediakan jalur evakuasi terhadap 
aktivis-aktivis, dan juga menyediakan persenjataan kepada militan Syiah 
dan kelompok teroris yang sejalan dengan ideologi Iran
105
. 
Dalam bidang militer, doktrin-doktrin pihak Iran terhadap 
militan-militan Syiah di Irak sangat kuat. Para militan Syiah di Irak 
mendapatkan doktrin untuk dapat merebut kekuasaan yang berfokus 
terhadap kelompok Sunni di Irak dan kemudian berusaha 
mempertahankan capaian yang telah diperoleh. Kesenjangan dalam 
berbagai aspek kehidupan kelompok Syiah menjadi bahan doktrinnya. 
Bahwa kesenjangan yang dihadapi oleh kelompok Syiah saat ini adalah 
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merupakan ketidakmampuan pemerintahan kelompok Sunni untuk 
mengelola dan mengatur permasalahan-permasalahan di Irak. 
Secara demikian berdasarkan keterangan dari pihak intelejen 
yang berada di Irak bahwa Iran secara tidak langsung juga 
menyumbangkan bantuannya di bidang militer di Irak. Bantuan tersebut 
berupa persenjataan maupun personil intelejen. Tidak ada yang 
menyebutkan secara pasti jumlah bantuan Iran ini, tetapi salah satu media 
melaporkan bahwa ada sekitar 150 personil intelejen Iran di Irak
106
. Pada 
28 September 2006, Mayor Jenderal Richard Zahner, pimpinan intelejen 
dari Multinational Force-Iraq (MNF-I) menyebutkan bahwa telah 
ditemukan peledak jenis C-4 yang telah dibuktikan dengan kepemilikan 
oleh militan kelompok Syiah. Oknum tersebut mengakui bahwa 
mendapatkan bahan peledak tersebut dari Iran
107
. Selain itu pada 11 
Februari 2007, pihak Amerika kembali melaporkan bukti kuat mengenai 
kepemilikan bahan peledak jenis Explosively Formed Projectiles (EFP) 
atas kelompok militan Syiah. Pada kesempatan yang sama juga 
ditemukan bahan peledak jenis mortar yang digunakan oleh militan 
Syiah
108
.  
Menambahkan keterangan diatas, pada 2 Juli 2007, Brigadir 
Jenderal Kevin Begner membeberkan sebuah informasi bahwa Iran 
membantu militan Syiah di Irak melalui Hizbullah untuk mengadakan 
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pelatihan militer kepada militan Syiah. Selain itu, untuk melancarkan 
pelatihan tersebut Iran diduga memberikan bantuan dana sebesar tiga juta 
dollar setiap bulan untuk mendanai proyek tersebut
109
.  
Selama Desember 2006 – Oktober 2007, beberapa operasi telah 
dilakukan guna menekan angka konflik di Irak. Alhasil operasi tersebut 
telah menangkap sebanyak 20 warga Iran dan kebanyakan dari mereka 
merupakan anggota dari Quds Force Quds Force merupakan pasukan 
bentukan pemerintah Iran yang bertujuan untuk menjaga stabilitas 
keamanan di kawasan menurut versi pemerintah Iran dan juga mereka 
berfungsi sebagai pengawal dan pelindung nilai-nilai revolusi yang telah 
berjalan di Iran. Quds Force sendiri melakukan aksinya melalui bidang 
militer, politik, dan ekonomi. Hal tersebut berarti bahwa pasukan Quds 
Force memberikan supply keuangan, peralatan, dan persenjataan kepada 
militan-militan Syiah di Irak
110
. 
Iran sendiri menggunakan aktor teror dalam memperluas 
hegemoninya. Tidak hanya Quds Force dan Hizbullah yang bekerjasama 
dengan Iran. Selain dua aktor tersebut diatas, Iran juga diduga telah 
melakukan kerjasama dengan Palestinan Islamic Jihad dan Hamas. 
Jaringan kerjasama Iran ini dianggap sebagai ancaman bagi negara-
negara yang kontra dengan Iran yang notabene adalah negara-negara 
Sunni. Kemampuan Iran yang jika diakumulasi dengan jaringan 
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kerjasama yang telah dibangun oleh Iran dapat melampaui kekuatan 
militer yang dimiliki oleh Arab Saudi maupun Uni Emirat
111
. 
Selain karena kekuatan militer yang dimilikinya, apalagi jika 
ditambah dengan jaringan kerjasama militer bersama dengan beberapa 
kelompok teroris yang telah dibangun oleh Iran. Sehingga penetrasi Iran 
di Irak menurut negara-negara Sunni khususnya Arab Saudi adalah yang 
mengancam stabilitas keamanan kawasan. Karena Iran dan Arab Saudi 
cenderung bertarung dalam percaturan politik kawasan Timur Tengah. 
Stabilitas Irak kembali memanas menanggapi sikap Iran 
terhadap kondisi Irak. Muncullah kelompok pemberontakan baru yang 
memperpanjang catatan sejarah konflik antara Sunni dan Syiah. 
Kelompok tersebut menamakan dirinya sebagai Islamic State in Iraq and 
the Levant (ISIL). Kelompok pemberontakan ini diduga tumbuh akibat 
adanya keinginan untuk mendirikan negara baru di kawasan Irak dan 
Suriah yang diperuntukan kepada kelompok Sunni
112
. Ketidakmampuan 
pemerintahan Nouri al-Maliki untuk menjalin kerjasama dengan 
kepentingan kelompok Sunni yang terjadi pasca berakhirnya rezim 
Saddam Hussein memicu pertumbuhan kelompok ini di Irak
113
. 
Dengan pertimbangan bahwa kelompok ini mengancam 
keberlangsungan kepentingan Iran di Irak, maka Iran mengambil sikap 
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yang tegas mengenai isu ini. Iran lebih jauh telah memikirkan bahwa 
lebih baik mencegah berkembangnya kelompok pemberontakan ISIL ini 
di wilayah lain daripada menunggu sampai ISIL berkembang di 
wilayahnya sendiri. Iran tercatat telah mempersiapkan armada militernya 
untuk memerangi berkembangnya kelompok ini. Tercatat bahwa Iran 
telah mengerahkan 30.000 personil militannya yang mayoritas berasal 
dari kelompok Syiah menuju Tikrit, pusat kendali dari ISIL. Selain 
militan, Iran juga telah mempersiapkan peralatan militernya untuk 
memerangi ISIL, terbukti bahwa Iran memiliki 79 unit pesawat F-14 dan 
beberapa peluru kendali yang memiliki jarak tembak sekitar 3.000 km
114
. 
Secara demikian dapat dilihat bahwa kecenderungan Iran dalam 
bidang militer ini adalah untuk mengupayakan kekuasaan di Irak menjadi 
milik kelompok Syiah di Irak. Hal ini dilandasi secara kasat mata bahwa 
mayoritas penduduk Irak adalah penganut ajaran Syiah dan sebagian 
besar dari mereka tidak mendapatkan kesejahteraan hidup yang cukup 
akibat dari ketidakmampuan pemerintahan kelompok Sunni di Irak. Iran 
cenderung mendorong kelompok Syiah di Irak untuk dapat merebut 
kekuasaan tersebut melalui jalur militer. Hal ini ditandai dengan 
intensnya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh personil Quds Force 
yang notabene adalah personil militer bentukan Iran terhadap militan 
Syiah di Irak. Serta pemberian bantuan berupa peralatan dan persenjataan 
perang. 
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Sebagai kesimpulan, bahwa keterlibatan Iran dalam menyikapi 
konflik yang terjadi di Irak kebanyakan dilakukan secara tidak langsung. 
Melalui militan-militan yang direkrut jauh setelah runtuhnya rezim 
Saddam Husssein, Iran terus memproyeksikan kepentingan nasionalnya 
di Irak. Kehatian-hatian dalam mengambil sikap diperlihatkan oleh Iran, 
sebab jika salah dalam mengambil langkah maka akan menjerumuskan 
Iran kepada intervensi di Irak. Apabila Iran telah dianggap 
mengintervensi Irak maka dampak jangka panjangnya akan membuat 
kerugian di pihak Iran. 
Dalam bidang militer, Iran menyikapi konflik di Irak dengan 
memberikan bantuan berupa pelatihan kepada militan-militan Syiah di 
Irak. Pelatihan tersebut meliputi pelatihan strategi dan teknik perang. 
Disamping hal terebut Iran yang dalam hal ini diwakili oleh personil 
Quds Force memberikan doktrin-doktrin kepada militan-militan tersebut 
agar mereka dapat lebih loyal kepada kepentingan kelompoknya. selain 
memberikan bantuan berupa pelatihan militer, Iran juga memberikan 
bantuan berupa persenjataan. Persenjataan yang diberikan meliputi 
senjata api, bahan peledak, dan senjata lainnya. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN 
A. Kesimpulan 
1. Keputusan Iran untuk menyikapi konflik yang terjadi di Irak tertuang 
dalam kebijakan luar negerinya. Kebijakan tersebut berlandaskan 
terhadap dua pasal dalam UUD Republik Islam Iran, yakni pasal 3 dan 
154. Kedua pasal tersebut mengamanatkan Iran untuk terus membela 
kepentingan pihak yang tertindas. Sehingga sikap yang diambil adalah 
pro aktif untuk memberi bantuan agar tercipta kestabilan kehidupan di 
Irak. 
2. Sikap yang diambil Iran terhadap konflik tersebut meliputi dua bidang 
yakni, bidang politik dan militer. Di bidang politik, Iran cenderung 
berupaya untuk mengisi kekosongan pemerintahan dengan suksesi 
partai koalisi Syiah yang kemudian memenangkan Nouri al-Maliki. Di 
bidang militer, Irak memberikan bantuan berupa perekrutan dan 
pelatihan militan Syiah yang dilatih oleh personil Quds Force dari 
Iran. 
B. Saran-Saran 
1. Kedua kelompok politik yang berada di Irak sebaiknya dapat saling 
menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain. Keduanya 
seharusnya bekerjasama untuk membangun kembali negara Irak di 
berbagai sektor guna memperkuat kembali kekuatan negara Irak di 
kawasan Timur Tengah. 
83 
 
2. Iran sebagai negara yang bertetangga secara langsung dengan Irak 
seharusnya tidak memperkeruh suasana konflik di Irak. Hal tersebut 
dapat dilakukan dengan memberikan bantuan positif yang dapat 
mempercepat pembangunan di Irak. 
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